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1.  P&ndahuluan 

Tiga  tugao  pokok  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  sebagai 
Lenibaga  Tertinggi  Negara  adalah:  menetapkan'  Undang-undang 
Dasar.,  menetapkan  Garis-garis  Besar  Haluan  Negai-a,  dan  memi- 
lih  se,rta  mengaiigkat  Presiden  dan  Vv'akil  Presiden.  Secara 
prinsipiil  -fcugas  tersebut  meliputi  tiga  bideaig,  yaitu  bidaiig 
institusionil,  bidajig  konseptuil  dan  bidang  personalia,  yang 
ketiga-tiganya  diacur  dalara  Undang-undang  Dasar  1945.  Sidang 
Umum  Majelia  Permusyawaratan  Rakyat  Maret  1973  yang  lalu 
berpaalgkal  tolak  pada  ketiga  bidang  tugas  tersebut,  serta 
berusaha  menyelesaikannya  sesuai  dengan  landasan  kerja 
Pancasila  dan  UUD  45. 

Lalana  bidang  institusionil,  tugae  <nenetapkaii  UUD  sebe- 
narnya  mempunyai  raakna  yang  luas,  yaitu  raeliputi  tugas 
mengatur  secara  lebih  terperinci  semua  institusi-institusi 
Negara  sesuai  dengan  UUD  45  dengan  memperkaya  konvensi-kon- 
vensi  ketatanegaraan  y?^ng  terdapat  dalam  UUD  tanpa  mengada- 
kan  perubahan  terhadapnya.  Dalam  hal  ini  terkandung  maksud 
untuk- menata  dan  raenegaskan  kedudukan  serta  fungsi  lembaga- 
Ismbaga  Negara  sesuai  dengan  kemurnian  UUD  45,  Di  samping 
itu  terkait  tujuan  untuk  menyempumalran  mekanisme  pemerintah- 
an  Negara  dengan  menterapkan  ketentuan-ketentuan  UUD  dalam 
pengaturan-pengaturan  lebih  Ian  jut.  Dengan  demikian  tugas  MPR 
dalam  bidang  ini  ialah  memantapkan  tatanan  institusi  dan 
mekanisme  ketatanegaraan  sesuai  dengan  dasar  dan  landasann?/a  ' 
dalam  rangka  mencapai  stabilitas  politik,  Sesuai  dengan 
Demokrasi  Pancasila;  maka  usaha  ini  harus  dilaksanakan  dengan 
menggunakan  prinsip  konstitusionil  melalui  fungsionalisasi, 

Seperti  kita  akui  bersama,  UUD  45  telah  menjadi  UUD  Ne- 
gara dengan  kekuatan  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959.  Dari  segi 
sosiologis-politis  UUD.  ini  telah  benar-benar  menjiwai  setiap 
langkah  lembaga-lembaga  Negara,  lembaga-lembaga  masyarakat 
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cUii  seluruh  lapis an  rakyat.  UUD  45  dengan  demikian  terbukti 
yudsih.  menjadi  landasan  seraua  faset.  kehidupan  sosial-politik 
bajigsa  Indonesia,  Penerimaari.  seluruh  rakyat  ini  juga  diku:it- 
kan  pada  saat  dicetuskannya  tekad  Orde  Baru  untuk  melaksana- 
kajn  UUD  45  secara  mumi  dan  konsekwen,  yang  telah  merupa!:en 
konsensus  nasional,  Dari  segi  kenyataan  yuridis,  J/[PR(s)  se- 
'ba{;ai  Lembaga  Tertinggi  Negara  telah  menerimanya  menjadi  sa- 
lah  satu  sumber .  tertib  hulcum  fiepublik  Indonesia,  dan  menjadi 
d=i',:Li^r  dari  semua  putusan-putus&hnya, 

Lebih  lanjut,  kehendak  selii-i^Xih  bangsa  untuk  tidak  mem- 
persoalkan  penetapan  UIJD  Negara  telah  dituangk.sui  secara  te- 
gas  oleh  MPR(S)  dalam  Ketetapan  I^Oi  XLII/toRS/1968  tentang 
Perubj^an  Ketetapan  MPRS  No,  ]0:/4.tPRS/l966  mengenai  I'emilih-- 
an  Umum  (periksa  pasal  2),  Kecuali  itu  dalarn^UU-No,  i 5/1969  - 
. pehjelasan  Umum  No,  2,  ditegaskan  sekali  lagi  bahwa  **(liada- 
kannya  pemilihan  umum  tidak  untuk  merailih  wakil-walcil  rak^'-at 
untulc  menyusiJtn  negara  baru  dengan  dasar  falsafah  negara  ba- 
i'^^ji  ..»••••  Pemilihan  •Umum  adalah  su«.tu  alat  yang  pengguna- 
sxmya  harus  menjamin  suksesnya  perjuangan  Orde  Baru, 

yaitu  tetap  tegaknya  Pahcasila  dan  dipertahankannya  Undang- 
undang  Dasar  1945",  Dengan  demikian  temyata  telah  diberikan 
bentuk  konkrit  terhadap  kehendak  rakyat  tersebut  dalam  ben- 
tuk. peraturan.  Sehingga  tugas  MPR  dalam  Sidang  Umum- ini  pad:, 
hakekatnya  meluruskan  pelaksanaan  UUD  45  sesuai-  dengan 
Demokrasi  Pancasila, 

Tugas  kedua  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  yaitu  yang 
mengenai  bidang  konseptuil,  adalah  menyusun  dan-  menetapkai" 
aaris-garis  Besar' Haluan  Negara,  MenuiHit  UUD^  45  Garis-gari^ 
Besar  Haluan  Negara  adalah  program  umum  Negara  yang  dim.andat- 
kan  oleh  Majelis  kepada  Mandataris  untuk  dilaksanakan.  Di 
samping  itu  G-aris-garis  Besar  Haluan  Negara  mempunyai  kedu- 
dLikan  5'-ang  strategis,  karena  sekaligus  juga..merupakan  pe- 
gangan  bagi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk  melaksanakan  fuiifr 
si  pengawasan  terhadap  Presiden  sesuai'  dengan  UUIJ.  V^^^^ 
.  menganggap  Presiden  sungguh  melanggar  haluan  Negara,  baik 
yang  telah  ditetapkan.  oleh  UUD  maupun  yang  ditetapkan  oleh 
Majelis,  maka  Majelis  dapat  diundang  imtuk  mengadakan  persi- 
dangan  istimewa  agar  supaya  bisa  minta  pertanggungan  jawab 
kepada  Presiden"  (Penjelasan  UUD  45  tentang  Sistim  Pemerin- 
taJrian  Negara,  No.  VII).  Bagi  MPR  sendiri  Garis-garis  Besar 
Haluan  Negara  meru^akan'  salah  .satu  ukuran  untuk  memilih 
Presiden  yang  memadai,  dan  pada  akhir  masa  jabatannya 
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d'iiL.iadi  salah  satu  pegangan  untuk  menilai  pertanggungQawaban 
Prosiden. 

Di  sainping  posi&i  yang  demikian  itu,  perlu  diperhatilv'ari 
bunyi  Peno-eiasan  UUD  45  pasal  3  yang  menyatakan;  "meugingat 
dinainik  masyarakat,  sekali  dalara  lima  tahim  Ma.ieiis  memperha- 
tikan  segala  yaiig  tercadi  dan  Gegala  aliran-aliran  pada  v/aktu 
itu,  dan  menentukan  haluan-haluan  apa  yang  hendaknya  dipakai 
mitnlc  kemudian  hari",  Penjelasan  tersebuo  mengandung  art i  bah™ 
wa  C'aris-garis  Besar  Hainan  Negara  tia^U^  dimaksudkan  sebagai 
haluan  Negara  yang  berlaku  tetap,  Garis-garis  Besar  Haluan 
Kegara  dimaksudkan  untuk  menampung  Hspirasi  dan  cita-cita 
masyarakat.  Oleh  karena  itu  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara 
harus  selalu  disesuaikan  dengan.  perkembangan  jaman  dan  m.asya- 
rakat,  Sebenarnya  hal  ini  dap«t  disirapulkan  dari  maksud  pem- 
bentuk  Negara  sendiri  bahwa  ITUD  45  merupakan  sebagian  dari  hu- 
kum  dasar  Negara  yang  bersifat  singkat  dan  supel,  hanya  memu- 
at  aturan-aturan  pokok  saja,  Hal-hal  lain  yang  perlu  diatur 
dilaksanakan  oleh  periye^enggara-penyelenggara  Negara  dengan 
memperhatikan  perkemUongan  jaman  dan  dinamika  masyarakat » 
UntiAk  maksud  inilah  maka  UUD  raemerintahkan  Majelis. untuk  me-  ., 
nyasun  dan  menetapKan  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara,  Kecuali 
itu,  tersimpul  .iuga  pengertian  bahwa  Garis-garis  Besar  Haluan 
Negara  harus  berakar  pada  aspirasi  dan  pemikiran  yang  "hidup 
dalam  masyaraicat  dalam  satu  periode  tertentu, 

Ditetapkannya  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  oleh  Sidang 
Umum  T/tPR  kali  ini  sekaligus  menjemihkan  dan  mengembalikan 
pengertiknnya  sesuai  dengan  Konstitusi.  Pada  pemulaan  berdi- 
rinya  Re.oublik  Indonesia,  perintah  menyusun  Garis-garis  Besar 
Haluan  Negara  belum  dapat  dilaksanakan  karena  beberapa  -lemba- 
ga  dan  lungsi-fungsi  tertentu  belum  dapat  berjalan  sebagaima- 
na  meestinya,  Haluan  Negara  dalam  periode  pertama.ini  pada  ha- 
kekatn^a  adalah  isi  dan  jivva  UUD  45  dengan  beberapa-kebljaksa- 
i*aan  JCNIP  yang  menilik  materinya,  secara  fimgsionil  dapat  di- 
'snggap  sebagai  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara,  Pada  masa 
Konsxitusi  RIS  dan  UUDS-50  tidak  terdapat  perintah  untuk  me- 
nyusun Garis-garis  Besar  Haluan  Negara,.  Haluan  Negara  pada 
hale ekatnya  telah  dicantumkan  secara  forml  dan  eksplisit  dalam 
pasal- pasalnya  yang  raemuat  "Azas-azas  Dasar"  (Directive  Prin-, 
ciples  of  State  Policy),  Dalam  masa.  Orde  Lama  dengan  berlaku- 
nya  kembali  UUD  45  perintah  untuk  menetapkan  Ga3;;is-garis  Besar 
Haluan  Negara  berlaku  lagx,  Pada  masa  itu  terdapat  pengertian 
Garis-gari?  Besar  Haluan  Negar^  yang  sangat  menyimpang  dari 
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niJD  45,  B/Ianipol  dianggap  sebagai  Garis-gar^  3esar  Haluan 
Nogara  yang  berlaku  permanen,  bahkan  dipQ^^^kukan  sebagai  se- 
Huatu  yang  idiil,  berkedudiikan  garaa  dengan/ideologi  Negara. 
::^:amudian,  dengan  timbulnya  Orde  Baru  arti"  Garis-garis  Besar 
Haluan  Negara  ditegaskan  kembali  sesv^ai  dengan  UUD  45  yaitu 
suatii  program  umum  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Pemerintah 
dan  implislt  membawa '  pertanggungidwaban  baik  mengenai  raateri 
prograimya  maupuii  mengenai  jan^  waktunya^  (*Periksa  Tap. 
No.  XXVI/lyiPRS/1966  -  Penjelas^.),/Dituangkaniiya  Garis-garis 
Besar  Haaiian  Negara  ke  dalam  ,-^atu  Ketetapan- yang  integral, 
,sistiraatis  dan  konsisten  oX6n,,:{Sidang  Umum  MPR  Maret  1973,  me- 
rupakan  langkah  baru  untuk  J^uih  memumikan  pengertiannya  se- 
bagaimana  dikehendaki  UUD  45. 

Akhimya,  tugas  ketiga  Majelis  adalah  memilih  dan  meng- 
angkat  penyelenggara/n^;aaJi  Negara  dan  semua  putusan-putussm 
Majelis,  Dengan  kattt  It^in  Majelis  perlu  menunjuk  seorang 
Mcmdataris  yang  h6rkev)^.7iban  menj alankan  putusan-putus an  Maje- 
lis dan  bertanggimg  j^wab  kepadanya.  Menurut  tata  konstiirusi, 

•  tugas  ini  direalisasikan  dengan  pemilihan  seorang  PreBiden/ 
iJandataris,  yang  dalam  menjalankan  tug'asnya  dibantu  seorang 
Wakil  Presiden  yang  juga  dipiliJi.  oleh  MPR.  Meskipun  Wakil 
Pre^iden  juga  dipilih  oleh  MPR,  tetapi  raaiidat  'keiiendak  rakjrat 
hanya-  dilimpahkan  kepada  Presiden,  dan  Wakil.  Presiden  tidak ' 
berkedudukan  sebagai  Wakil  Mahdataris*  Oleh.  karena  itu-di  luar 

:  I1PR,  Pr^sldenlah  yang  memiliki  "Concentration  or  Power  and 
.  Respongibiiity"  yang  dalam  pelaksanaannjra  disertaV  DPR- sebagai 
pelaksana-  fungsi  pengawasan, 

.  Segi  lain  dari  tugas  MPR  memilih.  dan-  men^angkat  Presiden/ 
Mandatari^  ialah  wewenang  Majlis- imtuk..mener.ima  pertanggung- 
-jawaban  Presiden/land^taris«-Wewenang..kQnstitusionil  ini  .  mer^^- 
pakail  pelaksanaan  suatu  mekanisme  t.imbal..,balik.  yang;...s-empurna 
an tara  .Pemberi  Mandat-  dan.  Mandatarisn^ra  sesuai  dengan  .•sen<ki- 
,  a-2:idi..,demokrasi..  Dalam...hal...ini.  perlu  se!;Lalu  diingatvbahwa  dx-..- 
.  lam.,tata.k:onstritu3i  yang  berlaku,-  fungsi  .pengawasan. -terhadap 
pelaksanaan  .haluan. -Negara  -oleh. Presiden.  oerada-di  ..tangan.  DPR. 
Oleh  karena.  itu  pelaksanasin  tugas  ^  dan.  .wew^ang  ini. -harus  da— 
lexr,  -pen-gertian.  •  pern  i  lai  an .  secara-  manyelurulj..  terhadap  kebi  jaic-  ■ 
■  sanaan-kebi  j  aksanaan..;PrBsi  den  -dengan..  mempernatikan  .  pemilaian 
yang..J;alah...dilakTikan,  oleh,..XIPR  setiap  tahun.  dengan .,hak  budgct- 

•  nya,  Hal.  ini.  .juga  di3ebabkm..kax^a  Pembangui^an-J^asional^  ^d^  . . 
■  laksanakan' melalui  sistim  annual .  budgeting. 
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Penyaluran  Tuntutan  Hidup  darx  Aspirasi  Hakyat 

■I.  Toffltutan  Hidup  dan  Aspirasi  Rakvat 

Prasyarat  urxtuk  mcncapai  cita-cita  barigsa  yang  diruumo- 
kan  dalam  Pembukaan  UUD  45  adalah  terlaksananya  suatu  prosu^ 
kontinuitas  yang  tumbuh  dan  semakin  meningkat,  Oleh  karena 
itu,  pembangunan  bangsa  yang  berencana,  aisbiiaatis  daii  in- 
tegral adalah  satu-satunya  jalan  -untuk  mex^oapai  cita-cita 
"mclindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  turapah  da- 
rah  Indonesia  dan  untuk  meraajukan  kesejahueraan  umum,  rnen- 
cordaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  serxa  melalcsanakan  ke- 
tortiban  dunia  yang  berdasarkan  keraerdekaan,  perdamaian  aba- 
di  dan  keadilan  sosial",  atau  yang  dirumuj3,^an  secara  padat 
dalam  tujuan  mencapai  '^Masyarakat  Adil  danv  Makmur",  Inilah 
arah  perspektif  pembangunan  bangsa  yang  akan  kita  capai  me- 
lalui  proses  yang  berlangsung  terus  dan  beii'tahap, 

Dengan  demikian,  apa  yang  monjadi  tuntutan  dan  aspira- 
si rakyat  yang  hidup  masa  kini,  tidak  dapat  dilepaskan  dari 
konteks  cita-cita  Proklamasi  17  Agustus  1945,  Pase  demi  fase 
pada  hakekatnya  harus  merupakan  peningkatan'  ueaha  mengarah 
pada  cita-cita  itu,  Pengalaman-pengalaman  paiiit  telah  dira- 
sfakan  oleh  bangsa  Indonesia  ketika  ditinggalkannya  cita-ci- 
ta pembangunan  dan  diselewengkannya  arah  perdpektifnya, 
yang  menimbulkan  pertentangan-pertentangan  politik  yang  ta- 
jam  dan  rentetan  pertikaian  teinis  menerus  da-*  pada  akhimya 
memuncak  dengan  pemberontakan  G-30-S/PKI,  Koasep  politik 
Nasakom  pada  masa  Orde  Lama  hanyalah  menghasiikan  pergalat- 
an  politik  yang  berpola  pada  pemupukan  kekuds^an  dan  kekuat- 
an  dengan  merusak  sendi-sendi  demokrasi  sei*ta  menjauhkan 
bangsa  dari  usaha-usaha  pembangunan, 

Timbulnya  Orde  Baru  merupakan  saat  l<embalinya  tekad 
dan  has  rat  membangun  bangsa  Indonesia,  llri  Tuntutan  Rakyat 
yang  berigi:  Bubarkan  PKI,  Reshuffle  Kabinet  Dwikora  dan 
Tunmkan  harga,  pada  hakekatnya  merupakan  rumus.an  suara 
hati  rakyat  yang  sederhana,   ucjtapi  mempuilyai  raakna  hasrat 
dan  tekad  bulat^untuk  kembal^  kepada  cita-*-cita  Kemerdekaan, 
Tritura  masih  tetap. hidup  dalam  periode  in^,  bahkan  mengalami 
peningkatan  sebagai  ,  akibat  dai>  perkembpngan-perkembangan 
yang  telah  di capai. 
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Sesuai  dengan  kerangka- tersebut  di  afcas,  maka  tuntutan 
hidup  danaspirasi  rakyat  gekarang  pada  hakekatnya  meliputi 
pembangunan  materiil-spirituil,  psmbaharuan  atau  modemisa- 
si  dan  pelaksanaan  Demokraei  Pancasila  yang  lebih  mantap, 
Keseluruhgimya  itu  harus  ditinjau  dari  das£L3>-dasar  pandang- 
axi  bangsa  yang  dirurauskan  dalam  pangortim  "Wawasan 
Nusantara"  untuk  meningkatkan  ketahanan.  naaibnal.  Sehubung- 
an.  dengan  ketahanan  nasional  ini,  tinjauan  kita  berdasarkan 
kenyataan  geo-politis  bahwa  wilayali  Negaj?a  terdirl  lebih 
dari  13. 000  pulau-pulau  yang  tersebar  eebagai  Nusantara. 
Untuk  dapat  meningkatkan  ketahanan  nasianal  wilayah  yging 
demikian  itu,  harus  diwujudkan  satu  Kesatuan  Politik,  satu 
Kesatuan  Sosial-Budaya,  satu  Kesatuan  Ekonomi  dan  satu  Kesa- 
tuan Pertahanan-Keamanan  dalam  segala  aspek-aspeknya,  Di 
•samping  itu,  pembangunan  nasional  •  yang  mpliputi  empat  bidang 
tersebut  juga  harus  merupakan  kesatuan  kegiatan  yang  serasi, 
dengan  prioritas  pada  pembangunan  ekonomi.  Dari  uraian  di 
atas  kita  melihat  suatu  proses  yang  berlanjut  yang  selalu 
hidup  dalam  masyarakat  dan  tetap  dalam  orientasi  yang  saraa, 
yaitu  mencapai  cita-cita  Kemerdekaan,  Tuntutan  hidup  dan 
aspirasi  rakyat  inilah  yang  hendak  dirumuskan  dalam  putusan- 
putusan  Majelis, 

Dalam  rangka  penyusunan  Garis-garis  Besar  Haluan  Nega- 
ra  yang  'merupakan  program  umum  pembangunan  bangsa,  terdapat 
tiga  pokok  persoalan  yang  menjadi  pusat  perhatian  Sidang 
Umum,  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  yang  semakin  pesat,  perata- 
an  pendapatan  dan  partisipasi  rakyat,  Ketiga-tiganya  mem- 
pakan  satu  kesatuan  yang  saling  mempengaruhi,  dan  saling 
membatasi,  Pola  pemikiran  masyarakat  dalam  hal  ini  ialah 
bahwa  pertumbuhan  ekonomi  harus  menjamin  pembagian  pendapat- 
an yang  merata  bagi  seluruh  rakyat  da|i  semua  daerah  dalam 
tingkat  yang  wajar  sesuai  dengan  rasa  keadilan  dalam  rang- 
ka mewajudkan  azas  keadilan  sosial.  Pembangunan  dengan  de- 
mikian tidak  hanya  ditujukan  untuk  peningkatan  produksi, 
tetapi  juga  diarahkan  untiak  mencegah  ketidak-selarasan  ke- 
dudukan  ekonomi  dalam  masyarakat  serta  menumbuhkan  azas  hi- 
dup sederhana  dan  wajar,  Azas  keadilan  tidak  dapat  dilihat 
hanya  sebagai  tujuan,  tetapi  sekaligus  menjadi  ethos  pemba- 
ngunan yang  selalu  tercermin  dalam  proses  pembangunan. 
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Partisipasi.  rakyat  dalam  kehidupan  bemegara  hendaknya 
semakin  digerakkan  dan  diarahkan  secara  positif  dan  konstruk- 
ti!f  sGjalan  dengaji  pembangunan  itu  sendiri.  Hal  ini  dapat 
dilaksanakan  dengan  usaha  bersama  memelihara  kobebasan  pers 
yang  bertanggung  oawab,  kebebasan  mimbar  maupun  partisipasi 
melalui  kegiatan-kegiatan  prof  esionil,  Demikian  pula  per- 
tumbuhan  partai  politik  dan  Golongan  Karya  harus  diarahkan 
kepada'orientasi  baru  dengan  meninggalkan  konsep  pemusatan 
kekuatan  demi  kekuasaan,  dan  m enggan tikannya  dengan  cara- 
cara  mendidik,  mengajak  dan  mendorong  seluruh  rakyat  dalam 
kegiatan  pembangunan,  Dengan  demikian  harapan-harapan  rakyat 
akati  pengakuan  eksistensinya  yang  semakin  meningkat  pada 
masa-raasa  mendatang.  dapat  tersalurkan  melalui  lembaga-lemba- 
ga  kenegaraan  dan  kemasyarakatan  secara  wajar  .dan  seliat. 

Dengan  melihat  pada  ketiga  pokok  persoalan  di  atas  raa- 
ka  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  telah  benar-benar  menara- 
pimg  aspirasi  dan  tun  tut  an  hidup  keseluruhan  rakyat,  dan 
merupakan  program  bangsa  yang  sekaligus  mengikat  seluriAh  . 
bangsa  dan  merupakan  kobulatan  tekad  untuk  bersama-sama 
melaksanakannya  dalam  fungsi,  jabatan  dan  kedudukannya 
masing-masing,  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  dengan  demi- 
kian merupakan  pedoman  yang  mengikat  seluruh  bangsa  dalam 
melaksanakan  pembangunan,  dan  sekaligus  program-program 
yjong  dirumuskan  di  dalamnya  mencerminkan  oaminan  akan  pe- 
ningkatan  kehidupsin  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  masyara- 
kat  seutuhnya  juga. 

2,  Proses  Penyaluran  Tuntutan  Hid^n  dan  Aspirasi  Rakyat 

Undang^undang  Dasar  45  menghendaki  supaya  dinamika 
pertumbuhan  masyarakat  dan  aspirasi-aspirasinya  selalu  di- 
iivuti  dan  diperhatikan.  Sebab,  "kita  harus  hidup  secara 
dinamis,  harus  melihat  segala  gerak-gerik  kehidupan  masyara- 
kat dan  Negara  Indonesia"  (Penjelasan  UIJD  45  -  Umiim,  IV), 
Tidok  dapat  diingkari,  bahwa  perintah  tersebut  terutama,  di-- 
berikan  kepada  MPR^  dan  harus  dilaksanakan  sedikit-dikit- 
nya  lima  tahun  sekali  dalam  suatu  Si  dang  Umum, 


s 


Soporti  kita  ketniiui,  tuntutan  hidup  dan  segala  aapi- 
rasi-aspirasi,  rakyat  mengalami  proses  krietaligagi.  palam 
periode  ini,  kristali^asi  itu  tolah  dimulai  secara  impli- 
sit  dalam  thema  kainpanye  pemilihan  umum  Parpol-parpol  dan 
aolkar,  dan  dalam  statement-statement  lainnya,  serta  dalam 
perkembangan  keliidupan  ketatanegaraan  kita,  Seluruh  kegi&t- 
an,  baik  dalam  hal  mempersiapkan  Naskah  Graris-garis  2esar 
Haluan  Negara,  maupun  pemikiran-pemikiran  yang  akan  dituang- 
kan  dalam  putusan-putusan  MPR  laimaya,  telah  melipnti  selu- 
ruh masyarakat,  Apalagi  dengan  pembentukan  Team  Penyiapan 
Bahan-bahan  Sidang  UmiAm  MPR  1972  -  1973,-  yang  bekeror,  de- 
ngan bahan-bahan  yang  terkumpul  dari  larabaga-lembaga  peme^- 
rintahan,  swasta,  Perguruan  Tinggi,  Partai-partai  Politik 
dim  Golongan  Karya,  jelas  dibuktikan  usaha  untuk  menam- 
pimg  aspirasi  selunih  rakyat.  Team  ini  menghasilkan  Rancang-' 
an  Naskah  GBHN  yang  merupakan  lampiran  Pidato  Presiden 
1  Oktober  1972  pada  waktu  peresmian  keanggotaan  MPR. 

Di  dalam  Golongan  Karya,  penyusvman  ide-ide  secara 
sistimatis  dimulai  pada  Rapat  Kerja  I  Golkar  seluruh 
Indonesia,  Maret  1972o  Pada  dasamya  pokok-pokok  pikiran 
Golkar,  khususnya  mengenai  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara, 
materinya  terdapat  dalam  Strategi  Dasar  Era  Pembangunan 
25  Tahun^  Ide  pokok  tersebut  kemudian  dirumuskan  secara 
terperinci  dalam  Rapat  Khusus  DPP  Golkar,  April  1972. 
Melalui  Partai-partai  Politik  terjadi  Juga  kristalisasi 
daxi  aspirasi.  dan  tuntutan  Mdup  rakyat'o  Kesemuanya  itu, 
baik  melalui  Team  Penyiapan  Bahan-baJian-  Sidang  Umum  MPR 
(Team  Dayjatmo)  maupun  melalui  Fraksi  ma,slhg-^masing  dalam 
MPR,  merupakan  bahan-bahan  bagi  Sidang  Umum  MPR  untuk  me- 
nentukan  putusan-putusannya. 
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Mus.-^'awarali  DaJIaro  r.dPR 

1  *  Sidang  Umiqjr.  Oktober  1972 

Majelis  Permusyawaratan  RaJtyat  hasil  Pemilihaii  Ura\;iin  1971 
mengawali  kegiatannya  dengan  mengadakan  Sidang  Umum  pada  tatigal 
1  sampai  dengan  3  Oktober  1972*  Acara  Sidang  kali  ini  beluin 
raeiTipakan  realisasi  dari  ketiga  tugas  MPR,  akan  tetapi  secara 
materiil  baru  merupakan  persiapan  saja.  Tugas  dan  wewenang 
ilPR  yang  sesungguhnya  direalisasikan  pada  Sidang  Umum  Maret 
1973.  Acara  pokok  Sidang  Umum  Oktober  1972  ialah  pelantikan 
anggota-anggota  MPR,  Amanat  Presiden,  pemilihan  Pimpinan  RIPR, 
pembagian  fraksi-fraksi  dan  pembentukan  Badan  Pekerja  (BP). 

Dalam  sidang  har-i  kedua  secara  aklamasi  telah  disetujui 
bahwa  anggota  MPR  yang  menjabat  Pimpinan  DPR  dipilih  untuk 
menjabat  Pimpinan  IViPR  dengoji  komposisi  yang  sama,  ditambah 
dengan  seorang  Wakil  Ketua  darl  Utusan  Daerah  (Keputusan  No. 
1/\'[PR/1972) .  Adapun  komposisi  Pimpinan  MPR  tersebut  adalah  se~ 
bagai  berikut;  Ketua  K*H.  Idham  Chalid  dan  para  Wakil  Ketua 
masing-raasing  Drsc  Sumiskum,  Demo  Prarioto,  J<.  Naro  SH, 
i\Ih.  Isnaeni  dan  Kai'tidjo  (Keputusan  No.  2/MPR/1972). 

Persoalan  mengenai  riminnaji  liWR  jauh  sebelum  sidang  ini 
sudah  ramai  dibicarakan.  Pada  awal  bulan  OV:tober  1971  dalam 
pertemuannya  dengan  Partai-pai'\:Q.i  Politik  dan  Golongan  Karya, 
Presiden  Soeharto  mengajukan  gagacamiya  antara  lain  agar 
Pimpinan  MPR  tidak  melembagaa  Senraa  pihal^  dapat  menerima  ustil 
tersebut,  Dan  satu  tah\m  kemndian  dalam  pidato  peresmlan 
anggota-anggota  MPR  Presiden  mengulangi  harapannya  yang  saraa. 
Hal  itu  berarti  baliwa  Pimpinan  MPR  hanya  berfungsi  selama 
masa  persidangan  dan  dalam  rangka  mempersiapkan  suatu  per- 
sidaiigan. 

Memang  salah  satu  kelemahan  produk-produk  MPRS  ialah 
menempatkan  keduduliian  Pimpinan.  MPRS  se bagai  miniatur  lembaga 
MPR(S).  Pimpinan  WPRS  dapat  bertindalc  atas  nama  MPRS  bahkan 
mempun^ai  h.ak  untulc  "mengawasi  pelaksanaan  ketetapan-ketetapan 
I'lPRS".  Padahal  berdasarkan.  UUD  ^,-5  kedaulatan  rakyat  dilakukan 
sepenuhnya  oleii  IvIPR  eebagai  panjelmaan  seluinh  rakyat.  Wewe- 
nang dan  tugas  I/EPR  berada  di  tarxgan  Sidang  MPR  se  bagai  satu 
kesatuan  ("die  gesamte  Staatogevvalt  liegt  allein  bei  der 
Majelis")p  tidak  di  tsjigan  anggota-einggota  secara  perseorangan 
dan  tidak  Juga  di  tangan.  Pimpinan  MPR(S)  atau  badan  yang 


.xbentuk  .epertx  Badan  rek.roa.  Pimpinon  WE(S)  atau  Bada^ 
rekeroa  hanya  boleh  bertindal.  ata3  perintah  Sidang  MPE(s) 
riereka  tidak  me/ipunyai  hak  inisiatif .  Oleh  karena  itu  Pimpi.>a 
WR(S)  atau  BadaD.  Pefcorja  hanya  berfungsi  sebagai  petugas 
untuk  melanoarkan  jalannj-a  Sidang  l!PR(s),  dar.  tidak  dapat 
■•mewakill..  atau  "mengatasi"  I,ipe(s),  ..palagi,  tugas  mengawaai 
PresidenAandataris  adalah  hak  BPR,  bukan  Pimpinan  MPE(s) 
atau  Badan  Pekerja.  Oleh  karena  itu  untuk  menghindari  kesin- 
pa^,-.xuran  dalam  tata  hub.uigan  antar  lembaga-lembaga  Negara 
dan  untuk  tidak  mengaburkan  tugas  konstitusionil  DPR,  maka 
anggota  MPR  yang  menjabat  sebagai  Pimpinan  DPR  dipilih  untuk 
m^njadi  Pimpinan  MPR,  ditambah  seorang  Wakil  Eetua  dari  Utuean 
Daeraii, 

Dengaa  Keputusan  No,  3/toR/i972  Sidang  mengesahkan  pem- 
bontukan  lima  fraksi  yaitu  Praksi  ABRI,  Fraksi  Karya  Pemb.^gLm 
an,  Praksi  Demokrasi  Pembangunan  (sekarang  Praksi  Partai 
-Demokrasi  Indonesia),  Prai.si  Persatuan  Pembangunan  dan  Praksi 
Utusan  Daerah. 

Kecuali  itu  dibantuk  Badan  Pekerja  yang  diketuai  ololi 
V/akil  Ketua  mR  deuri  Utusan  Baorali  (Kartidjo),  dibantu  oleh 
lima  Wakil  Ketua  dari  lima  Frak;H   (Keputusan  No.  4  dan  No. 
5/i\5PR/l 972)0  Badan  Pekerja  terdiri  dari  45  anggota  dan  45 
anggota  pengganti.  Tugas  pokok  BP  adalah  mempersiapkan  acara- 
acara  Sidang  MPR,  rancangan  produk^-produk  mn  dan  memberikaii 
saran  kepada  Pimpinan  MPR  menjelang  Sidan.g  MPR. 

Untuk:  tidak  mengulangi  kesalahan  dari  BP-LIPRS  dulu,  makg. 
Badan  Pekerja  MPR  sekarang  hanya  beker.ja  apabila  diperintpjLi..^i 
oleh  Sidang  mR.  Setelah  selesai  tugasnya  mempersiapkan  ren>. 
cana-rencana  sidang,  BP  sudah  tidak  berfungsi  lagi.  Sidang 
Umum  Oktober  1972  menugaskan  kepada  BP-MPR  untuk  mempersiap- 
kan Tata-Tertib  MPR,  Garis-garis  Besar'  Haluan  Negara,  Tata 
cara  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  meninjau  produl  - 
produk  MPRS  serta  merencanakan  produk^-produlc  MPR  yang  dipan- 
dang  perlu.  Tugas-tugas  tersebut  harus  selesai  pada  akhir 
bulan  Januarl  1973  (Keputusan  No.  6/MPR/1972). 


2e  Badan  Peker^g. 

Dalam  melak---^^--  -,^.0^.-  Pekerja  telah  melaku- 

kan  masa  persidangaii  sebanyak  3  kali  yaitu  masa  persidangan 
pertama  (25  Oktober  -  3  Nopember  1972)  antara  lain  telaii 
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momilih  5  Wakil  Ketua  dari  5  Fraksi,  mendengarkan  penjelaa- 
an  teniiang  Naskah  Kerja  GBHN  dari  Keirua  Team  Daroatmo  dan 
meiietapkaii  tata  kerja  BP.  Masa  persidangan  kedua 
(16  Nopember  -  20  Desember  1972)  antara  lain  telah  diisi 
dengr.n  Pemandangan  Um\;im  anggota  ierhadap  tugas-tugas  BP, 
pembentukan  Panitia  Ad  Hoc  I  dan  II  serta  kegiatan  dan  rap? 
rapatnya,  Masa  persidangan  ketiga  (5-31  Januari  1973)  di- 
isi dengan  rapat-rapat  Panitia  Ad  Hoc  I  dan  II, 

Panitia  Ad  Hoc  I  ditugaskan  imtuk  menyusun 

a)  Rantap  tentang  Peraturan  Tata-Tertib  MPR 

b)  Rantap  tentang  Tata-Cara  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil 
Presiden 

c)  Rantap  tentang  Hubungan  antar  Lembaga-lembaga  Negara  Ter- 
tinggi 

d)  Rantap  tentang  Keadaan  Berhalangan  Presiden  dan/atau 
Wakil  Presiden 

e)  Menyiapkan  rancangan  Acara  Sidang  Umum  MPR  1973, 
Untuk  menyelesaikan  tugas-tugas  tersebut  Panitia  Ad  Hoc  I 
membentuk  Panitia  Kerja  8. 

Karena  terdapat  saling  pengertian  raaka  pembahasan  ma- 
teri-materi  tersebut  berjalan  dengan  lancar,  Pada  waktu 
Panitia  Ad  Hoc  I  mengakhiri  tugasnya  hanya  terdapat  satu  ma- 
salah  yang  belum  dapat  dipecahkan  yaitu  raengenai  voting. 
Praksi  Persatuan  Pembangunan  menghendaki  agar  voting  dilaku- 
kan  dalam  Rapat  Paripuma  Badan  Pekerja  dan  Rapat  Paripuma 
Majelis.  Sedangkan  Praksi-f raksi  lain  berpendapat  bahwa 
voting  juga  dilakukan  dalam  Rapat-rapat  Komisi.  Dalam  per- 
kembangan  diskusi,  Praksi  Persatuan  Pembangunan  dapat  mene- 
rima  penggimaan  voting  dalam  Rapat  Komisi  akan  tetapi  harus 
secara  terbuka.  Akhimya  masalah  ini  dapat  diselesaikan  oleh 
Pimpinan  BP-MPR  dengan  kata  sepakat  bahwa  voting  dapat  diam- 
bil  pada  Eapat-rapat  Komisi  sesuai  dengan  sifat  rapat. ya^g 
bersangkutan,  terbuka  atau  tertutup, 

Adapun  pembaiiasan  Rantap-rantap  lainnya  tidak  menemui 
kesiaitan-kesulitan  yang  berarti.  Dalam  menyelesaikan  tugas 
nenyusun  Rantap-rantap  tersebut  dipergunakan  bahan  pokok 
yang  diajukan  oleh  Praksi-f  raksi  yang  kemudian  diperkembang- 
kan  dan  disempumakan  dalam  rapat-rapat, 

Panitia  Ad  Hoc  II  mendapat  tugas  untuk 
a)  merumuskan  Naskah  Rancangan  Garis-garis  Besar  Haluan  Ne- 
gara dan 


b)  D-ninjau  kembali  produk-produk  I.1PRS!  sarta  merencanakan 
prodiik-prodiik  baru  MPR  yang  dipandang  perlu, 

Adanya  kesatuan  pendapat  untuk  meneriraa  secara  bulat 
Picato  Presiden  Soeharto  beserta  lampirannya  sebagai  ct^an 
dalam  membahas  rancangan  GBHN,  sangat  memperlancar  pekerja- 
oja  Paiiitia  Ad  Hoc  II.  Apabila  pendapat-pendapat  dalam  Pe- 
r.i3.idaiigan  Umum  Praksi-fraksi  dijajarkan  dengan  Lampirari 
Pidato  Presiden,  dapat  disiinpulkan  bahwa  semua.  itu  .meru.po.K:.: ■ 
pcnguatan  atau  penyempumaan  atas  materi  Lampiran  Pidato 
torsebut, 

Sebagai  persiapan  untuk  menyusun  Hancangan  Naskah 
*  aaris.-garis  Besar  Haluan  Negara  pertama-tama  Panitia  Ad  Hoc 
II  membentuk  Panitia  Inventarisasi  ymg  terdiri  dari  tiga 
oratig  Pimpinan  Panitia  Ad  Hoc  II  ditambah  2  o rang  dari  Prak- 
si  yaiig  belum  terwakili  (Praksi  Persatuan  Pembangiman  dan 
Praksi  Partai  Demokrasi  Indonesia).  Panitia  ini  menyusun 
inventarisasi  Pemandangan  Umum  Praksi-fraksi.'  ■ 

Pekerjaan  selaiijutnya  diserahkan  kepada  Panitia  12  yaiig 
harus  membahas  materi  hasil  inventarisasi.  Dalam  pembahascrx" 
tahap  pertama  Panitia  12  menyelesaikan  lebih  dahulu  materi- 
materi  yang  mudah  mendapatkan  perse suai an  dan  persetujumi 
dari  semua  Praksi-fraksi.  Kemudian  perumusannya  dikerjakan 
oleii  Panitia  Perumus  5  yang  terdiri  dari  3  orang  Pimpinan 
Panitia  Ad  Hoc  II  ditambah  2  orang  masing-masing  1  dari  PraV- 
si  Persatuan  Pembangunan  dan  1  dari  Praksi  Partai  Demokrasi 
Indonesia.  Materi-materi  yang  belum  mendapatkan  kata  sepakat 
ditangguhkan  aahulu  pembahasannya  untuk  dicarikan  jalan  pe~ 
nyelesaian  dengan  pendekatan-pendekatan,  lobbying  serta  kon- 
sultasi  intern  fraksi  maupun  antara  fraksi-fraksi  .dengan 
memperhatikan  perkembangan  pembahasan  .dalam  rapat, 

Materi-materi  yang  pada  mulanya  suk;^  untuk  dipecahkan 
dan  belum  mendapatkan  persesuaian  tjerdapat  dalam  bidang 
Sosial-Budaya  dan  bidang  Politik.'  Pemeljaian  masalaJti-masalaii 
ini  diusahakan  melalui  pendekatan-pendekatan  baik  f ormil 
maupun  inf  ormil  dalam  lobbyihg-lobbyiiig  dan  konsultasi-kon- 
sultasi.  ■  • 

Dalam  bidang  ?osial-Budaya  yang  menjadi  masalah  adalahs 
1.  Praksi  Persatuan  Pembangunpr»  m^nghendaki  dipisahkannya 
materi  mengenai  agamadari  Bidang  Sosial-Budaya,  sehing- 
ga  berdiri  sendiri  diengan  satu  heading  tersendiri.  Agama 
menurut  Praksi  ini  tidak  termasuk  Bidang  Sosial-Budaya. 


•i3 

Praksi-fraksi  lain  berpendirian  sebaliknya,  mat eri-mat eri 
agama  terraasuk  dalam  Bidang  Sosial-Budaya.  Dasar  dari 
pendirian  ini  ialah  bahwa  materi-materi  dalam  sub-heading 
Agama  ti dak  mengatur  seluk-beluk  agama,  tetapi  mengatur 
kehidupan  orang-orang  beragama  dalam  hubungan  manusia  de- 
ngan  manusia  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian  secara 
sosiologis  Agama  termasuk  bidang  Sosial-Budaya. 

2^  Pralcsi  Kary.a  Pembangunan,  Praksi  ABRI  dan  Praksi  Utusaii 
Daerah  mengusuOkan  supaya  dicantumkan  istilah  "Kepercaya- 
an"  di  belakang  setiap  istilah  "Agama",  Praicsi  Persatuan 
Pembangunan  berkeberatan  terhadap  usul  tersebut, 

3.  Karena  Pendidikan  Moral  Pancasila  diterima  oleh  semua 
pihak,  maka  Praksi  Persatuan  Pembangunan  mengusulkan  su- 
paya pendidikan  Agama  dicantumkan  juga  dalam  bidang  yang 
sama.  Sebenamya  mengenai  materi  pendidikan  Agama  tidak 
■  terdapat  masalah  di  antara  fraksi-fraksi.  Persoalannya 
ialah  mengenai  penempatannya  dalam  hubungan  sistimatika 
keseluruhannya,  apakah  termasuk  bidang  Pendidikan  atau- 
kah  bidang  Agama, 

4«  Masalah  pelayanan  penunaian  ibadah  haji,  menurut  Praksi 
Karya  Pembangunan,  Praksi  ABRI  dan  Praksi  Utusan  Daerah, 
sudah  tertampung  dalam  rumusan  mengenai  sarana-sarana 
pengembangan  kehidupan  keagamaan,  karena  itu  diusulkan 

V  * 

supaya  dihapus  saja,  Usui  ini  ditolak  oleh  Praksi  Persa- 
tuan Pembangunan, 

Dalam  bidang  Politik  yang  menjadi  persoalan  di  antara 
fraksi-fraksi  ialaih: 

1,  Praksi  Persatuan  Pembangunan  dan  Praksi  Partai  Demokrasi 
Indonesia  berkeberatan  terhadap  pembatasan  struktur 
Partai  Politik/Golkar  sampai  Daerah  Tingkat  II,  apalagi 
kalau  hal  itu  dicantumkan  dalam  GBHN,  Berkaitan  dengan 
masalah  ini  terdapat  juga  perbedaan  pengertian  mengenai 
"Lembaga  Musyawarah  Desa"  sebagai  salah  satu  wadah  penya- 
lur  pendapat  masyarakat.  pedesaan,  Untuk  menghindari  salah 
pengertian,  Praksi  Partai  Demokrasi  Indonesia  mengusulkan 
supaya  istilah  itu  dihapus  saja,  Akan  tetapi  Praksi- 
fraksi  lain  tidak  menyetujui  usul  ini. 

2,  Istilah  "monoloyali  «c*o^  b?/--  "-^-^^ratur  pemerintahan  tidak 
dapat  diterima  oleh  Praksi  Persatuan  Pembangunan  dan 
Praksi  Partai  Demokrasi  Indonesia,, 


3,  Ponggunaaii  istilah  "otonomi  riil"  tidak  dapat  disetujui 
Fraksl  Partai  Demokrasi  Indonesia,  dan  diusulkan  untuk 
diganti  "otonomi  seluas-luasnya".  Mengenai  masalah  peng- 
angkatan  GubemurAepala  Daerah  kurang  disetujui  untuk 
dicantumkan  dalam  GBHN  secara  eksplisit. 

Segala  upaya  ditujukan  untuk  menyelesaikan  semua 
"crucial  points"  tersebut  dengan  didorong  oleh  itikad  baik 
dnji  dengan  satu  tujuan,  yaitu  agar  masalah-masalah  yang  po- 
lik  dan  peka,  dapat  diselesaikan  dengan  sebaik-baiknya  domi 
menjaga  pora^tuan  dan  kesatuan  bangsa.  Akhirnya  masalah-ma>' 
salah  dalam  bidang  Sosial-Budaya  dapat  diselesaikan .secara 
baik  dengan  p eny empumaan-petiye/nputnaan  sebagai  berikut? 

1.  Judul  "Bidang  Sosial-Budaya"  disempumakan  menjadi  "Bi- 
dang  Agama  dan  Kepercayaan  terhadap  Tuhar.  Yang  Maha  Esa, 
Sosial-Budaya", 

2.  Sub- judul  "Agama"  yang  disempumakan  menjacix  "Agama  dan 

.  Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa"  tetap  .dalam  bi- 
dang ini,  hanya  ditempatkan  sebagai  sub- judul  yang  perta- 
ma,  mendahului  materi-materi  lain  (Kesehatan  dan  Keluarga 
Berencana;  Pendidikan,  Ilmu  Pengetahuan,  Teknologi  dan 
Pembinaan  Generasi  Muda;  Kebudayaan  Nasional). 

3.  Istilah  "Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa"  dite- 
rima  dalam  berbagai  rumusan. 

4.  Terdapat  penyempumaan  yaitu  dicantumkannya  prinsip  ke- 
bebasan  menghayati  dan  mengamalkan  Ketuhanan  Yang  Maha 
Esa  dalam  peri  kehidupan  beragama  dan  peri  kehidupan  ber- 
kepercayaan, 

■  5.  Masalah  pendidikan  Agama  dimasukkan  dalam  rumusan  menge- 
nai penambahan  "sarana-sarana  yang  diperlukan  bagi  pe- 
ngembangan  kehidupan  Keagamaan  dan  kehidupan  Kepercayaan 
terhadap  a?uhan  Yang  Maha  Esa,  termasuk  pehdidikan  Agama 
yang  dimasukkan  ke  dalam  kurikuli^m  di  sekolah-sekolah  mu- 
lai  dari  sekolah  dasar  sampai  dengan  universitas-univer- 
sitas  negeri", 

6,  Pelayanan  penunaian  ibadah  haji  tetap  dicantiAmkan. 

Persoalan-persoalan  dalam  bidang  Politik  dapat  disele- 
saikan sebagai  berikut; 

1.  Tentang  struktur  Partai-partai  Politik/Golongan"  Karya  ti- 
dak:  dinyatakran  pembatasannya  sampai  Daerah  Tingkat  II,  . 
melainkan  hanya  diberikan  pengarahan  dan  pelaksanaannya 
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akan  diatui-  den^ati  UiicL£ing-u-adang  sesuai  don-gan  jiwa  ■ 
Patjcasila  d^n  Ul!.:^  43.  Sadmiskar.  menganai  »'Lembaga  Musya- 
warah  Desa"  hetap  dicanvarnkan  sebagal  salah  satu  kemimg- 
kinan  dalcun  pmyempu '-naan  wadah-vvadah  penyalur  pendapat 
masyarakat  pedGs'^ian^ 

2.  Istilah  "monolcyalita3«  digaati  "peniih  kesetiaan  dan  ke- 
taatan  kepada  Negara  dan  Pemerintah", 

3«  Tentang  "Oijonomi  riil"  di^.anti  dengan  "otonomi  daerah 
yang  nyata"  dan  direpakati  bahwa  hal-hal  mengenai  otonomi 
daerahj  termasuk  pemilihan  dan  pengangkatan  Gubemur/ 
KDH  diatur  dengan  Undsng-undan.g. 

Dengan  tsrcapainya  persetujuan  bersama  kelima  Praksi 
raengenai  mafsalah-aasalah  yang  sukar  dipecahlcan  itu,  maka 
Panitia  Ad  Hog  II  tolah  berhasil  roeaTumuskan  suatu  rancangan 
Naskah  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  secara  bulat  dan  tun- 
tas,  Hanya  terdapat  satu  masalah.  tehnis  yang  belum  dapat 
diselesaikan,  yaiti.i  mengenai  penmn^an  ke  dalara  Ketetapan. 
Koempat  Frak.si  -^epakat  imtuk  menu^jngkan  GBM  dalam  satu 
Ketetapan  yang  utuh,  sedang  Frtiksi  Demokrasi  Indonesia 
mengusuliieei  2  Ketetapar.,  Oleii  PiJiipinr?ji  BP-MPR  masalah  ini 
akhimya  dapai,  dinelasaikan  d'jii  dxsotujui  oleh  semua  Praksi 
untuk  menuangkan  (iBE-T  dolam  £iatu  Kets-capan  aaja, 

Pembahasan  tenxang  peiiinjauan  Ketacapan-ketetapan  MPRS 
tidak  menghadapi  kGsu?.ita:^o  Panitici  6  vaLig  dd.tugaskan  untuk 
menyelesaikan  tugas  ini  dapat  berjalan.  icTioar^  Pada  akhimya 
Panitia  Ad  Hoc  II  msnyorabkan  liE^ii.l  ii:cr,i?ai)ya  yang  terdiri 
dari: 

1^  Rancangati  Naskah  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara 

2.  Materi-materi.  yang  perlu-  dirumuskan  dalam  Rantap,  me;Liputi 

a)  Pengangkatan  P'residen 

b)  Pengangl:atan  Wakil  Presiden 

c)  Laporsn  dati  Pertanggungan  Jawab  Presiden 

d)  Pelimpalian  Tugas  daa  Kewenangan  kepada-  Presiden/iilan- 
datarls  L'0?R  \ui"cuk  melaicsanakon  Tugas  Kal?inet  Pembangun- 
an 

e)  Pemilihan  Vmum 

f)  Penin;jauan  Produk-^prodiik  v^n/j,  oei'nipa  Ketetapan- 
ketetapan  T€PRS» 

Untuk  menyelesaikan  pembahasan  lebih  lanjut  keenam  ma- 
teri  di  atas  dan.  ■ncnuar.wgkai.'^nya  ke  dalam  Eantap-rantap,  BP- 
r.C?R  membentulr  Panitia  Ad  Hoc  III  rycng  terdiri  dari  12  orang. 


Tugas  te:cakhix'  yang  berupt;  ponyeitipurnaan  redaksionil  serta 
penyelesaian  perbedaGn"-:oe.rbedaan  yang  rnaaih  ada  diserahkaii 
''.spada  Pimpinaii  BP-ICPR,  ALhirnya  seniua  tugas  Badan  Pekerja 
dapat  diselesaikati  seaviai  don^jan  batas  waktu  yang  disedia- 
kan,,  Hasil-hasii  Badan  Pc-kerja  ini  berupa  sebelas  Raticaiigaii 
Ketetapan  MPR  dan  dua  Rancangan  Keputusan  MPR.  Olch  karena 
dalatn  BP-'l/nPn  telah  duduk  wakil-wakil  Pralcsi,  malca  pada  ha- 
kekabnya  hasil-hasil  Badan  Pekerja  itupun  merupal^an  hasil 
borssjna  yang  mengikat  ssinua  fraksi, 

Sebenarnyaj  dipanclang  dari  komposisi  kekuatan  dalani 
r/LPR  dan  di-ulcur  dengan  '"'baromel^er  demokrasi  liberal"  maka  ti~ 
ga  fraksi  yang  tergabmig  dalam  Keluarga  Besar  Golongan  Karya 
dapat  dengan  mii'lab.  memak.Balian  kehendaknya  melalui  pemungatan 
suara  dalam  rapat  pleno  }jade,n  Pekerja,  Akan  tetapi  Demokrasi 
Pancasila  m6ngiitanialr.an  '..'Kaaa  dan  ikhtiar  untuk  sejauh  mung-- 
kin  menempuii  JaJ-ar?.  mueyav;a.rah  -untirk  mencapai  mufakat  dan 
tidak  menonoo-lkan  -mayori"ja;:T  ataii  ii?inoritas"  ataupun  ke~ 
mutlakan  golcnj-ian,  Gri;in«.  '^^ec' -^aMcan  masalah-masalah  yang  sulit 
diselesaikan  diterjp-uii  lobbying,  pendekatar  dan  konsui- 

tasi-konsultab'i,  Benga;;.  o.emikian  berhasilnya  rapat- rapat 
Badan  Pekerja  sekaligu^'  iL.?iiibuI:tikan  bahwa  semua  Fraksi  yang 
mencerminkan  kekuatajn-kekiiatan  sosial-politik  telah  mampu 
melaksanaican  Demokrasi  rancasila„ 

3.  Si dang  Umum  Maret  1973 

Sidang  Umum  yang  berlangsung  dari  tanggal  12  sampai  de- 
ngan 24  Maret  1973  adalah  peristiwa  bersejarah  yang  sangat 
penting  artinya,  kaa:*ena  merupakan  sidang  yang  pertama  kali- 
nya  dari  Lembaga  Tertinggi  Negara  hasil  Pemilu  yang  melalcsa--' 
nakan  tugas  dan  wewenangnya  sesuai  dengan  UUD  45« 

Acara-acara  pokok  dari  7  , rapat  paripurna  Majelis  ter- 
sebut  adalah  sebagai  berikut:  Pidato  pertanggungan  Jawab 
Presiden/MandatariSj,  pengesahan  Peraturan  Tata-Tertib  IfflPR, 
Peman.dangan  Umum  Praksi-f raksi  atas  hasil-hasil  Badan  Peker- 
ja dan  p9rtanggane:,'an  .'awab  Pnresiden,  pembentukan  3  Komisi 
(Komisi  A,  B,  dan  O)  ^cjig  membalias  serta  menyelesaikan  seca- 
ra  final  Ra^^-^cp'-ruu:<.tap  jaxxg  dipersiapkan  BP^  Stemmotivering 
Praksi-fraksi  atas  haFil  3  Xomiaij  pengesah?5n  Ketetapan-ke- 
tetapan  lilPRj  pemiUJa?!-  laTi  ps-ngargkatan  Presiden  dan  Wakil 
Presiden^ 
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Pidato  pertanggungjawaban  Presiden/BJandataris  adalah 
yang  pertama  kali  dilaksatiakan  dalam  sejarah  ketatanegaraan 
Republik  Indonesia,  Meskipim  Presiden  diangkat  oleh  MPRS, 
naraun  tetap  memberikan  pertanggimgan  jawab  kepada  MPR  hasil 
Pemilu.  Sebab,  selama  UUD,  45  berlaku  Majelis  merupakan  lem- 
baga  tertinggi  yang  berlangsung  terus,  siapapun  personalia 
yang  duduk  di  dalamnya,  Apalagi,  pada  pihak  Presiden/li/Ian-  . 
dataris . sendiri  terdapat  itikad  untuk  merintis  serta  melurus- 
kan  jaJLan  kehidupan  konstitusionil  sesuai  dongan  UUD  45, 
Mengingat  pentingnya  acara  ini,  maka  Majelis  menganggap  pcr- 
lu  untuk  menugaskan  satu  Komi  si,  yaitu  Komisi  C,  untiik  me- 
nanggapi/menilai  pertanggujigan  jawab  Presiden  tersebut  dan. 
sekaligus  menggarap  materi  Rancangan  Ketetapannya, 

Adapun  Komisi  B  diiragaskan  untuk  menyelesaikan  7  Ran- 
cangan Ketetapan,  yjaitu  Rantap  tentang  Tata  Cara  Pemilihan 
Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Rantap  tentang  Pengangkatan 
Presiden  R.I,,  Rantap  tentang  Pengangkatan  Wakil  Presiden 
R.I,,  Rantap  tentang  Pelimpahan  Tugas  dan  Kewenangan  kepada 
Presiden/iffandataris  hWR  untuk  raelaksanakan  Tugas  Kabinet 
Pembangunan,  Rantap  tentang  Keadaan  Presiden  dan/atau  Wakil 
Presiden  R.I.  berhalangan,  Ru,iitap  tentang  Hubungan  Tata  Ker- 
Oa  Lembaga  Negara  dengan/atau  antara  Lembaga-lembaga  Tinggi 
Negara  dan  Rantap  tentang  Pemilihan  Umum,  Sedangkan  Komisi 
A  bertugas  untulc  menyelesaikan  seoara  final  Rantap  tentang 
Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  dan.  Rantap  tentang  Peninjau- 
an  Produk-produk  yang  borupa  Ketetapan-ketetapan  MPR^-RI, 

Mekanisme  kerja  yan.g  dipergujiakan  oleh.  ketiga  Komisi 
tersiebut  adalah  sama«  Baik  Komisi  A  yang  berjumlah  306  ang- 
gota,  Komisi  B  303  anggota  maupim  Komisi  C  302  anggota  ma- 
sing-masing  membentuk  Panitia  Kerja  yang  terdiri  dari  30 
anggota.  Dari  dan  oleh  Panitia  Kerja  ini  dibentuk  Panitia 
Perumus  11.  Berdasarkan  konsensus  di  antara  fraksi-fraksi 
Ketua  Komisi  A  dipegang  oleh  Praksi*  Karya  Pembangunan,  Ketua 
Komisi  B  dipegang  oleh  Praksi  ABRI  dan  Ketua  Komisi  C  dija- 
bat  oleh  Praksi  Persatuan  Pembangunan,  Masing-masing  Ketua 
dari  ketiga  Komisi  tersebut  dibantu  oleh  5  Wakil  Ketua  dari 
5  Fraksi-fraksi. 

Berhasilnya  pengola>ian  Rantap-rantap  dalara  Badan  Peker- 
Oa  secara  matang  sangat  mempGrlancar  pembicaraan  dan  pemba- 
hasan  yang  dilakukan  oleh  Komisi-komisi  serta  Panitia-panitia-. 
nya.  Apa  yang  dikerjakan  oleh  Komisi-komisi  dan  panitia-pa- 
nitianya  itu  di  samping  mempertegas  pendapat  semua  fraksi- 


fraicsij,  juga  raerupakan  penyompurnaan  redaksionil  yang  bersi- 
fat  tohnis  yuridis. 

Komisi  A  yang  raeiigolah  inateri  yang  cLikup  berat  dapat 
menghasilkan  21  ponyerapurnaan  torhadap  Rancangan  Garis-garis 
Bosar  Haluan  Negara,  Di  antara  21  p eny Gmpurnaan  itu  tordapat 
1  tambahan  materi  bam  yaitu  mengenai  land-use  planning,  dan 
beberapa  penyempurnaan  redaksionil  tetapi  ciikup  prinsipiil 
yaitu s  HaJc  milik  perorangan  dialcui  dan  pemanf aatannya  tidak 
boleh  bertentangan  dengan  kepentingan  masyarakatj  Dimasukkan- 
nya  periiatian  terhadap  petani-petani  yang  memiliki  >tanaft 
berlalu  kecil  dalam  rangka  meratakan  penyebaran  hasil  pemba- 
ngunan;  Di  bidang  kesehatan  diusahakan  kesempatan  yang  lebih 
luas'kepada  warga  neg^ra  untuk  mendapatkan  "derajat  kesehat- 
an yang  sebaik-baiknya  sesuai  dengan  kemampuan  yang  ada"j 
Pembinaan  pers  yang  sehat  yaitu  pers  yang  bebas  dan  bertang- 
gung.jawab;  dan  dihapuskannya  anak  kalimat  "sesuai  dengan 
kemampuan  yang  ada"  dalatn  usaha  menambah  sarana-sarana  bagi 
pengembangan  kehidupan  Keagaraaan  dan  Kepercayaan  terhadap 
Tuhan  Yang  Maha  Esa^  Khusus  terhadap  penghapusan  anak  kali- 
mat  ini  oleh  semiia  Pralcci  disepaliati  bahwa  dalam  pelaksana- 
annya  harus  tetap  memperhatikan  kemampuan  yang  ada,  Kecu,ali 
itu  terdapat  usul  mengenai  penghargaan  bagi  para  perintis 
keraerdekaan,  penderita  cacad  veteran  j^-a^ig  ditampung  dalam 
rumusan  Pasal  3  ayat  (c)  yaitu  "yan.g  materinya  belum  tertam- 
pung  dalam  dan  tidak  bertentangan  dengan  GBM  ini  dapat  di- 
atur  dalam  peraturan  perundangan",  Dengan  disepakatinya  21 
penyempurnaan  tersebut,  maka  Rantap.  tentang  Garis-garis 
Besar  Haluan  Negara  dapat  diselesaikan.  Mengenai  Rantap  ten- 
tang Peninjauan  Produk-produk  yang  berupa  Ketetapan-ketetap- 
an  ICPRS-RI,  Komisi  A  tid.ak  menjumpai  satu  persoalanpun,  ka- 
rena  semua  Praksi  menyetujui  Rantap  hasil  Badan  Pekerja  itu: 

Demikian  juga  Komisi  B.berhasil  menyempurnakan  perumus- 
an  dari  7  Rantap.,  Sedangkan  Komisi  0  dapat  menyelesaikan  tu- 
gasnya  yaitu  Rantap  tentang  Pertanggungan  Jawab  Presiden  R,I/ 
Jendral  TNI  Soeharto  selaku  Mandataris  liiEPR.  Komisi  C  sepa^^at 
menghapuskan  Pasal  2  yang  semula  berbunyi  "I si  beserta  urai- 
an  p^nilaian  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  1  Ketetapan 
ini,  terdapat  dal^jn  Naskah  Penilaian  yang  menjadi  bagian  tak 
terpisahkan  dari  Ketetapan  ini'^  Penghapusan  itu  dengan  alas- 
an  karena  keseluruhan  pp-rtanggijngan  jawab  tersebut  telah  di- 
terima,  sehingga  tidak  perlu^lagi.  cat at an- cat at an  penilaian, 
Hal-hal  yang  belum  dapat  dilaksan.akan  secara  sempuma  selama 
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kiasa  jabatan  Presiden  tolah  tercakup  dalam  GBM  baixi  yaxig 
sekaligus  merupakan  mandat  baru« 

Rapat-rapat  yang  berjal?.i  lancar  itu  r.enimbulkan  bebo- 
rapa  tanggap.^m  negatif  di  kalangan  masyarakat,  Beberapa  ka- 
langan  raelontarkan  issue  baiiwa  Si  dang  JJmum  tersebut  hanya 
scraacam  "sandiwara",  ^'sudah  diatur  dan  distel  sebelumnya", 
'■kurang  demokratis"  dan  sebagainya.  Pendapat^pondapat  itu 
kurang  tepat.  Sebab,  dalam  tata  kehidupan  modern  sekarang 
ini  perencanaan  (planning)  merupakan  faktor  yang  menentukan 
berhasllnya  suatu  usaha^  Demikian  pula  dalam  tata  kehidupan 
berpolitik  demokratis,  mekanisme  kerja  yang  baik  dan  rapi 
sangat  menentukan,  Penyiapan  materi-materi  oleh  Badan  Peker- 
ja  -  yang  dibencuk  oleh  Sidang  MPR  dan  menfj-erminkan  represen- 
tasi  kekuatan-kekuatan  sosial-politik  -  dan  persiapan  tehnis- 
administratif  oleh  Sekretariat  LIPR  adalah  dalam  rangka  melan- 
carkan  proses  musyawarah,  yang  tidak  mengurangi  hakekat  de- 
mokrasi  itu  sendiri,  Ealam  sejEirah  ketatanegaraan,  kita  per- 
nah  mengalami  kegagalan  dan  perpecahan  justru  dalam  suasana 
yang  oleh  beberapa  kalangan  dianggap  "demokratis",  seperti 
terjadi  pada  Sidang  Konstituante  1956-1959o 

Di  sotu  p.'.hak  demokrasi  tidck  haius  berarti  perdebatan 
yang  ramaij  di  lain  pihak  apaMla  suatu  proses  berjalan 
lancar  karena  tcrdspat  pebrsiap-jii  yang  dilalaikan  dalam  sua- 
sana musyawarali,  tidak  berarti  bertentangan  dengan  demokra- 
si, sebab  persiapan  itu  sondiri  tidaV;  menutup  kebebasan 
yang  wajar.  Mekanisr.e  dalam  m-UDyavvaj^ab.  iauh  berbeda  dari 
mekanisme  "demokrasi  liberal",  Daism  rrusyawarah,  lobbying 
serta  pendekatan-pendekatan  secara  in^.ensdif  sangat  berarti, 
sehingga  sebelum  sidang  resmi  masalah-masalah  sudah  dimatang- 
kan  dan  dicapai  konsensus^  Di  samping  itu  bentuk  rapat  yang 
terlalu  besar  benar-benar  tidak  jr-.c^ir>^i.inkan  pembahasan  ma- 
salah  secara  mendaJ.am,  Pembahasan  dalan  panitia-panitia  yang 
makin  kecil,  sistim  pcrwakilan  secara  proporsionil  semakin 
kurang  diterapkan,  MisaLnya,  dalam  Panitia  PeriAmus  5  GBHN 
masing-masing  Fraksi  div/akili  oleh  1  orang,  meskipun  kalau 
dip'andang  -.ari  perim-bangaii  keliuatan,  sebenarnya  Praksi  yang 
kecil  tidak  dapat  terv/akili,  Tanpa  mengurangi  hak  berbicara 
dari  anggota-anggota  malca  sidang  resmi  tinggal  merupakan  pe- 
resmian  dari  basil-hasil  konsensus,  Dalam  pengertian  inilah 
kiranya  harus  dipabarai  dan  dinilai  proses  yang  berlangsung 
serta  hasil-hasil  yang  dicapai  Sidatig  Umum  IIB'A  yang  lalu. 
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Hasil-hasil 


yang  axpakai  adalah  ketiga  tugas  MPE.  sebagai  pela^  a^L t 
gas  pert^a,  yaitu  .engenai  bidang  instxtusionil.  Id^ru. 
in.  .enghaeilkan  beberapa  putusan  yang  mo^punyai  ar  ."L  at 
Pentxng  dala.  kahidupan  bemegara.  Ketetapan-Ltet^LZf 
dihasUkan  dalam  bidang  ini  ialah:  ^  ^ 

1.  Ketetapan  I/apVl973  tentang  Peraturan  Tata-tertib  MBR 
Artx  pentxng  Ketetapan  ini  ialah:  meluruskan  pengartia;  " 

nlTtZT  ^--f— ^  .ertinggi^.jrn:. 
ngan  demxkxaa  mxsalnya  Pimpinan  Madelis  tidak  berwenlng 

Z'ZTV""'^'''"'''''^^'  -engatas-na- 
max  Maaelxs  tanpa  dit^^gaska..  secara  khusus  oleh  Majelis 

2.  Ketetapan  II/toE/l973  tentang  Tata  Cara  Pemilihan  Presiden 
dan  wakil  Presiden.  .^^y,,  konvLl  k  ! 

tatanegaraan  dan  melaksanakan  ketentuan  UUD  seoara  terpe- 
rxucx  dan  tetap  dalajn  jiwa  dan  semangat  nUD  45. 

■  •  TellTZ  ""^^^^^^  ^^Sen  Tata  Ker.a  antara 

SIT/  ^-gan/atau  antar  Le.baga-le.baga 

IZ  fL  ltT'  -^--tit-ai  kita  berdasar- 

kan  UUD  45  dan  memperkaya  konvensi  ketatanegaraan, 

4.  Ketetapan  nl/ms/^m  tentang  Keadaan  Berhalangan 
PresidenAakil  Presiden,  mengatur  lebih  lanjut  ketentuan 
UUD  sesuai  dengan  jiwa  dan  isinya. 

5.  Ketetapan  yiIlAPE/1973  tentang  Pemilihan  Unnom.  menegaskan 
bahwa  Pemxlu  yang  akaa  datang  dilaksanakan  akhir  1977 
Ketetapan  ini  menegaskan  pelaksanaan  demokrasi  seoara' ter- 
atur  dan  wajar  dalam  pemilt,  yang  sekaligus  merupakan  pro- 
ses pendidikan  maayaraiat  hidup  berkonstitusi.  Keoualx  itu 
merupakan  usaha  untuk  semakin  menyelaraskan  masa-masa  da- 

,    batan  di  antara  lembaga-lembaga  Negara. . 

Dalajn  .bidang  konseptuil  Sidang  Umum  berhasil  memutuskan 
dua  Ketetapan,  yaitu: 

1.  Ketetapan  IV^Vl973  yang  berisi  Garis-garis  Besar  Haluan 
Negara.  Dengan  Ketetapan  ini,  keouali  ditetapkan  program 
umum  nasional  yang  benipa  pembangunan  yang  terarah,  in- 
tegral, aistimatis  dan  konsisten,  juga  ditegaskan  fungsi 
dan  kedudukan  GBHN  sesuai  dengan  UUD.  Dengan  demikian 
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saaah  tafsir  daii  pendapat-pendapat  yang  tidak:  sesuai  dc~ 
ngan  UUD  45  pada  masa-masa  lalu  dapat  diselesailcan  dan 
diluruskan,  GBm  memuat  persoalan  pokok  yang  dihadapi 
rakyat  sekarang  dan  lima  tahuji  mendatcmg,  yaitu:  pertum-- 
buhan  ekonomi,  perataan  pendapatan  dtm  partisipasi  rak- 
yat yang  lebih  mantap  daii  terarsii, 

2,  Ketetapan  V/MPR/ISTS  tentang  Peninjauan  Produk-produk 

LIPRS  jang  fcerupa  Ketetapan,  berkaitan  erat  dengan  Ketetap- 
en  tentang  GBHN.  clebagai  konsekvvensi  dari  pen;>^siman  ha- 
luan  Negara  yan.g  baru,  ha.luan  Negara  yang  lama  harus  di-^ 
tinjau  dan  materi-materinya  yeng  tidalc  sesuai  lagi  dengan 
aspirasi  dan  tuntutan  hidup  raliyat,  apalagi  yang  tidak 
sesuai  dengan  dasar  dan  landasannya  hai-Ms  dihapuSo  Bebe- 
rapa  Ketetapan  j\tPRS  yang  raasih  sejalan,  dengan  pemikiran 
tersebut  masih  tetap  berjalcu, 

Ketetapan-ketetapan  MPR  sebagai  hasil  pelaksanaan  tugas 
ketiga  adalah; 

n  Ketetapan  III/ll.'rPR/igTS  tentang  Portanggi;ingan  Jawab 
Presiden.  Tengaa  Tap  ini  ketentuan  UUD  dilaksanakan, 
yaitu  mekanisrae  timbal-balik  antara  Mandataris  dan  Pembe- 
ri  Mandate  ycing  merupalcan  tat  a  oara  bernegara  yang  sehat-, 

2.  Kete-:e:pan  IX/to.{/'i973  tenta>,\g  ?c;i:.sa-:i,Tkatrn  Presiden,  se- 
bagai pelakGanaan  UUD  A3,.  Den^-ran  aonrlkian  untuk  pertama 
kalinya  I-IPF-  hasil  peviil'a  :ii(^milLa  dsra  mengai-.gkat  Presiden/ 
Mafidataris, 

3.  Ketetapan  X/^KPR/^913  tentang  Pelimp.-.iian  Tugas  dan  Kewe-r 
nangan  Kepada  Presidon/lMandataris  ITPR  untuk  Melaksanakan 
Tugas  Pembangunan.  Tap  ini.  memberikan  sarana  yang  lengkap 
bagi  Presiden/lSSandataris  dalam  melak:sanakan  dan  mengaman- 
kan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  Bancasila  dan  UUD  45 
serta  pembangunan  nasional,  karena  kenyataan  masih  terda- 
pat  bahaya  temlangnya  G  30  S/PKI  dan  bahaya  subversi  la- 
innya.  Pemberian  wewenang  demikian  tetap  dalam  suasana 
demokrasi  Pancasila  dan  sesiiai  dengan  UUD  45, 

4.  Ketetapan  XI/toR/l 97 3  tentan.g  Pengan.gkatan  Waltil  Presiden, 
melaksanakan  ketentULin  UUD  45  clan  menegaskan  kedudukan 
VVakil  Presiden  dalr^n  tata  konatitusi  UUD  45j  yaitu  bahwa 
Wakil  Presiden  bLLkan  Wr^kil  Ml:.' dj?  tar  is,. 
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V«  Kesimpulan 

Melihat  kristalisasi  ide  dan  tun  rut an  hidup  rakyat, 
"proses  musyawarah  dan  perum-usan  aspirasi  rakyat  tersebut 
serta  putusan-putusannya,  Sidang  Umum  MPR  ini  mempunyai  ar- 
ti  yang  sangat  dalam  serta  merupakan  langkah  yang  pesat  da- 
lam  pelaksanaan  hidup  bemegara,  yaitu; 

I,  Ketetapan-ketetapan  MPR  mengandung  berbagai  putusan  yang 
memantapkan  tatanan  institusi  Negara  sesuai  dengan  De- 
mokrasi  Pancasila  dan  UUD  45 •  Demikian  juga  ditegaskan 
dalcjn  GBHN  program  pertumbuJaan  ekonomi,  program  perataan 
pendapatan  dan  program  pengaturan  partisipasi  rakyat  yang 
sehat,  Ketiga  masalah  pokok  tersebut  merupakan  sarana  me- 
nuju  ketahanan  nasional  yang  tangguh, 

'2,  Dipilihnya  seorang  Presiden  yang  berwibawa  dan  kuat  ser- 
ta terjaminnya  kerja  sama  yang  baik  dengan  Wakil  Presiden, 
merup^an  harapan  akan  terlaksananya  putusan-putusan 
Majelis  dengan  baik, 

3.  Proses  musyawarah  dalam  Sidang  Umum  menunjukkan  pelaksa- 
naan Demdkrasi  Pancasila  dan  sekaligus  menunjukkan  baiiwa 

.  putusan-putusan  MPR  berakar  pada  kehendak  dan  aspirasi 
rakyat,  sehingga  mengikat  seluruh  bangsa, 

4.  Seoara  materiil  dan  formil  Ketetapan-ketetapan  MPR  seja- 
lan  dengan  UUD  45  dan  Pancasila, 


DOKUIViEN 


I,  JALAMYA  SIDANG  UICT  MPR  1973 

Pembulcaan  Si  dang  Umum  MPR 

Sidang  Umum  MPR  dibuka  tanggal  12  Maret  1973  oleh  Ketua 
MPR  Dr.  K.H.  Idhara  Chalid,  dan  berlangsung  sampai  dengan 
tanggal  24  Maret  1973  dengan  acara  pokok  menetapkan  aaris- 
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garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN),  memilih  Presiden  dan  Wakil 
Presiden,  meninjau  Ketetapan-ketetapan  MPR-S  dan  membuat  Ke- 
tetapan-ketetapan  baru, 

Dalam  rapat  paripuma  ke-1,  Ketua  MPR  melaporkan  bahwas 

(a)  Sidang  XJtmm  MPR  tanggal  1-3  Oktober  1972  yang  merupakan 
sidang  persiapan  telah  menghasilkan  6  buah  Keputusan; 

(b)  BP  (Badan  Pek'^rja)  -MPR  dalam  tiga  masa  persidangan  an- 
tara  tanggal  .23  Oktober  .1972  sampai  dengan  3.1  Januari 
1973  telah  berhasil  menelorkan  11  Rancangan  Ketetapan 
dan  dua  Rancangan  Keputusan  LIPR, 

Dalam  pembukaan  Sidang  Umum  ini,  Presiden  Sbeharto  me- 
nyampaikan  Pidato  Laporan  Pertanggungan  Jawab  Presiden,  se- 
bagai  Mandataris  MPR.  Adapun  pokok-pokok  isinya  meliputi 
Panca  Krida  Kabiiiet  Pembangun.an  I: 

l)  Stabilitas  politik  dan  politik  luar  negeri 

a)  Tiga  hal  pokok  yang  harus  dilaksanakan  imtixk  stabili- 
sasi  politik  adalah: 

i)  meiiibina  dsm.  Lic^mp.  jrkiiat-  rasa  persatuan  dan  kesBtu- 
an  Belnn:'!!  Bangsa  dan  Negara  Indonesia  dari 
Sabajog  sampa?.  Merauke; 

ii)  membina  dan  memperkuat  pelaksanaan  Demokrasi 
Panoasila  dan  tegaknya  hukum.  Dalam  rangka  ini 
^okk:  Proses  penyegaran  DPR  awal  tahun  1968  meru- 
pakan langkah.  menuju  pembaharuan  struktur  dan  ke- 
hidupan  politik*,'  dan  lebih  mencerminkan.kekuatan- 
kekuatan  yang  ada  dalam  masyarakat  dengan  dibeda- 
kannya  antara  anggota  yang  mewakili  Parpol-parpol 
dan  Golongan  Karya; 
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Pen^elompokan  Partai  dititifc  beratkan  pada  program 
kerja,  bukan  ideclogi,  dan  sebagai  wadah  raasyara- 
kat  untuk  raerabina  k'5sadaran  politik  Partai-partai 
dan  Golongan  Karya  berhasil  raengelompokkan  diri 
raenjadi  dua  Parmi  Politik  dan  satu  aolongan 
Karya J 

Lembaga-lefflbaga  Negara  tingkat  Pusat  dan  Dae rah 

didudukkan.kembali  sesuai  dengan  UUD  45 | 

^eT3  selain  bebas  harus  juga  bertanggung  Jawab-  aa^i 

fungsinya  haras  dikembangkan  sebagai  penggerak 

pemban^fuftian; 

Kebebasan  mimbar  di  tingkat  pendidikan-pendidikstn 
"'tinggi  dijamin  untuk  meningkatkan  ilmu  pengetahu-. 
an,  mengenal  kehidupan  masyarakat  dan  mempersiap- 
kan  pemimpin-pemimpin; 
iii)  meniadakan  gejala-gejala  dan  rongrongan  yang  po- 
tensiil  terutama  dari  sisa-sisa  G  30  S/PKI  dan 
imstir-uifsur  subversi  lainnya, 

b)  Usaha  memurnikan  politik  luar  negeri  yang  bebas  dan 
aktif  dengan  oara: 

i)  mengabdikannya  untuk  kepentingan  nasional  serta 
turut  dalani  kegiatan-kegiatan  untuk  mewujudkan 
perdamaian  dunia,  khususnya  wilayah  Asia 
Tenggara; 

ii)  menghentikan  politik  konfrontasi  dan  raenormalisir 
hubungan  defi,^an  Malaysia,  aktif  kembali  di  PBB 
dan  organisasi-organisasi  internasional  serta 
membentuk  kerja  sama  regional  ASEM  tahun  1967  5 
iii)  menegaskan  sikap  terhadap  beberapa  masalah  inter-- 
nasional,  antara  lain  dalani  hal: 
Hubimgan  dengan  RRO  kita  sedia  menormalisir  hu-'. 
bungan  asalkan  RRC  menunjukkan  sikap  bersahabat  •. 
dan  tidak  membantu  tokoh-tokoh  bekas  PKI; 
Perjuangkn  rkkyat  Afrika  dan  Timur  Tengah  kita 
sokong; 

Penyeleaaian  sengketa  India  -  Pakistan  dan  masa- 
lah Barigla  Desh  kita  telah  menawarkan  jasa-jasa 
baik ; 

Masalah-masalah  Asia  Tenggara  kita  memprakarsai 
konperensi  para  Menteri  Luar  Negeri  se  Asia 
Pasifik  tahun  1970  untuk  menpari  penyelesaian 
kegawatan  di  Khmer  serta  mengenai  masalah  Vietnam 


kita  tegaskan  bahwa  maaa  depan  Vietnaiii  ditentu- 
kan  oleh  rakyat  Vietnam  sendiri  tanpa  campur  ta- 
ngcsn  asing; 

iv)  dapat  meneriica  bantuan  luar  negeri  dengan  syarat 
tanpa  ikatan  politis  dar.  atas  dassir  saling  meng- 
■}:ormati,  dan  bantuan  kredit  harus  den/^-s^  syarat 
ringan  sehingga  memimgkinkan  kiija  membayar  I'zor.i- 
baDi  dan  penggunaannya  sesuai  dengan  kebutuhaii 
kita  tent-.ikan  sendiri, 

2)  Pemilihan  Umum  telah-.  dilaksanakan  berdasarkan  Ketetapan 
No,  XLII/teHS/1968,  UU  Pemilu  No.  15/1969  dan  UU  No,  16/ 
1969  tentan'g  Susunan  dan  Kedudukan  MPR,  BPR  dan  DPRD. 
Beberapa  manfaat  dari  Pemilu  yaitu  mekir.  memantapkan 
stabilitas  politik  dan  persatuan  bangsa  serta  membantu 
kelanoaran  p eny ederhanaan  kepartaian, 

3)  Pengembalian  ketertiban  dan  keamanan  tidak  hanya  meliputi 
tindakan-tindakan  fisik  operasionil,  melainkan  raerupakaii 
upaya  menyelurub  melalui  pembinaan  dan  pelaksanaan  keta- 
hanan  di  bidang  ideologi,  politik,  ekcnomi,  sosial-buda- 
ya  dan  hanksm. 

a)  Di  bidang  ideologi.  kesetiaan  terhadap  Pancasila  di- 
buktikan  .oleh  kanyataan  jahwa  setiap  pemberontakan 
atau  usaha  merubahnya  selalu  mengalami  kegagalan.  Ke- 
setiaan itu  didasari  oleh  keyakinan  bahwa  Pancasila 
dapat  membawa  kebaha^giaaii  bangsa  baik  materiil  maupim 
spirituil, 

b)  Di  bidang  sosial-budaya  dapat  dikemukakan  beberapa  hal 

i)  raasih  mengandung  kelemahan,  karena  adanya  perbe- 
daan-perbedaan  ekonomi  dalam  masyarakat,  dalam 

•  haX  ini  peranan  mass  media  sangat  penting  untuli 

*  mengatasi  perbedaaa-perbedaan  itu  menuju  pada 
integrasi  bangsa; 

ii)  masih  terdapat  usaha  memperuncing  perbedaan  an- 
tara  pribumi  dan  non  pribumi,  padahal  kodua 
golongan  masyarakat  itu  sama-sama  warga  negara 
yang  hak  dan  kewajibannya  sama,  Diharapkan  tum- 
buhnya  solidaritas  sosial  di  antara  kedua  golong 
an  itu  dan  dalam  usaha  ekonomi  diharapkan  golong 
an  non  pribumi  memberikan  kesempatan  kepada  go- 
longan pribumi  untuk  turut  berusaha  dan  menik- 
mati  hasilnya; 
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iii)  di  .bidang  pendidikan  .sedang  disiapkaa  UU  tentang 

Ket^ntuan-ketentuan  Pokok  Pendidikujcv; 
iv)  kebebasan  dan  pengerabangan  kehidupan  beragama  di-- 
jamin,  gerakan  Pram-uka  diintensifkan  dan  pengaruh 
kebudayaan  asing  yang  bertentangan  dengan 
Pancasila  dicegah.. 

c)  Dalam  langkah-langkah  lisik  operasionil  meneruskan 
usaha  mengikis  sisa-sisa  G  30  S/PKI,  menumpas  sisa- 
sisa  gerombolan  "Organisagi  Papua  Merdeka",  PGRS/ 
PMAKU,  "Republik  Pers^uan  Sulawesi*  (bekas  DI/TII), 
Pemerintah  berusaha  menyelesaikan  masalah  tahanan 
politik  dengan  landasan  keselamatan  Bangga  dan  Negara, 
penyelesaian  berdagarkan  hukum  dan  perlakuan  yang  vVa- 
jar  berdasarkan  =kebesaran  Pancasila, 

^)  genyempumaan  Aparatur  Negara  memerluiran  gtrategi  -peii.yem- 
pumaan  yang  menyeluruh  yang  meliputi  segi-segi  insti-bi-- 
sionil,  pei-sonalia  dan  management.  Lembaga-lembaga  yang 
tidak  jelas  keduduka&nya  (Pront  Nagional,  ItOTRAR,  -dan 
sebagainya),4ijiapugkan,  Untuk  melakeanakan  prinsip  de- 
mokrasi  ekonomi,  maka  perusahaan-perusahaan  Negara  dialih- 
kan  statusnya  menjadi  Perusahaan  Perseroan  (PESERO),  Pe- 
rugahaan  Umura  (PERUM)  dan  Perusahaan  Jawatan  (PER JAN). 
Khusus  terhadap  peranan  ABRI  sebagai  gtabiligator  daii 
dinamigator  magyarakat,  maka  ABRI  kongekwen  dalam  mela-' 
kukan  inf^dgpekgi  dan  korekgi,  Pembergihan  terhadap  gisa- 
giga  G  30  S/PKI  terug  dilakukan,  juga  diambil  langkah- 
langkah  mendigiplinir  anggota-anggota,  ABRI  tidak  ingin 
kekuagaan,  hanya  menghendaki-  agar  cita-cita  magyarakat 
adil  dan  makmur  dapat  dilakganakan. 

5)  Stabiligagi  Ekonomi' dan  Pembangunan  Lima  Tahun: 

Program  jangka  pendek  Kabinet  Ampera  ialah  gtabilisasi 
dan  rehabilitagi.  ekonomi,  Sasaran  pokok  yang  diprioritas- 
kan  ialah  pengendalian  inflagi,  penyediaan  kebutuhan  pa- 
ngan,  rehabilitagi  pragarana  ekonomi,  peningkatan  kegiat- 
an  ekgpor  dan  penyediaan  gandang.  Sedangkan  gtrategi  dan 
gagaran  meliputi  tiga  hal  pokok  yan^  harus  iilakganaltan 
yaitu; 

i)- ^enertiban  dan  penyehata^i  keuangan  Negara 
ii)  penggarapan  urugan  moneter  dan  dunia  perbankan 
iii)  memperluag  ketexlibatan  masyarakat  'dalam  kegiatan 
ekonomi. 
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Usaha  pembangunan  r.enonjolkrin  dua  3Ggi  yaitii  penin£:katan 
hidup  rakyat  dan  perataan  ha^il  pemban^'Jinan  ke  selui^uh 
r-kyat,  Penyusunar.  Rep^lita  bertujuan  uiitu!^  memperbaiki 
oaraf  hidup  rakyat  dan  sekaligus  meletakkan  landasan  b?- 
gi'  pembangunan  tahap  berikutnya.  Sasaran  Repelita  I 
liputi  pangan,  sandang,  perbaikan  prasarana,  perumahan 
rakyat,  perluasan  lapangan  keria  dan  keso jahteraan  rc.iani. 

Produkgi  nasional  yang  antara  lain  mencakup  bidang  perta- 
nian,  industri,  pertambangan  dan  prasarana  (bendungan, 
irigasi,:'perhub^angan,  listrik  dan  Iain-lain)  mengalami 
kenaikan       setiap  tahun,  Laju  inflasi  dari  tahun  1966  - 
1971.  turun  dari  650^  menjadi  kurang  dari  2,5fo, 

Untuk  mencapai  luasyarakat  adil  dan  makmur  mc^ih  harus  di- 
laksanakan  transmigraai  secara  beaar-besaran,  membangun 
industri  yang  mengolah  bahan  balcu,  menghasilkan  mesiii- 
mesin,  membangun  bendungan/irigasi  dan  pusat  tenaga  lis- 
trik, mendirikan  gejumlah  sekolab,  rumah  sakit  dan  rumah- 
rumah  murah, 

Diakui  bahwa  hasil-hasil  pembangunan  belum  mencukupi,  t-;- 
tapi  semua  itu  dcLlam  ran^a  kempjuDuar  kit  a  dan  sesuai  de- 
ngan  skala  prioritas,  Hasil-hasil  ini  semua  terutama  ber- 
kat  keraauan  dan  usahr,  sungguh-sungguh  seluruh  rakyat, 

Pengesahan  Peraturan  Tata  Tertib  MPR  dan  Jadwal  Acara 
Si dang  Umum 

Dalam  rapat  pari  puma  ke-2  tanggal  12  Maret  Rancangan 
Katetapan  tentang  Peraturan  Tata  Tertib  MPR  disetujui  oleh 
semua  fraksi  dengan  mendapatkan  penyempurhaan-penyempumaan 
dari  fraksi-f raksi,  Rancangan  tersebut  disahkan  menjadi 
Ketetapan  MPR  No*  I/toR/l973,  Demikian  juga  telah  disahkan 
Jadwal  Acara  Sidang  Umum  Maret  1973. 

Pemandangan  Umum  Fraksi-f  raksi 

A,  Praksi  Utusa^i  Daerah  (Rapat  Paripuma  ke-3  tanggal  15 
Mnret  1973). 

Ketua  Fraksi  Utus an  Daerah,  Mohammad  Noer  menyatakrri  anta- 
ra lain: 


a,  Pendekatan 

Di  sarn^ing  melihat  icepentingon  nasional  dengoji  as- 
pek  makronya,  Praksi  TTtusan  Laerah  bertitik  ,toi;ak 
^atas  pendekatan  keper.bingan  dan  kebutuhan  i  Ggional 
dengan  aspek-aspek  irJ.kronya  dengan  rumusan  untui: 
raeningkatkan  taraf  aidup  dan  kese jahteraan  rakyat. 

b,  Pembangunan  sektor  pedesaan 

i)  Keharusan'-meabangun  des^  adal^  mej-iing- 
katkajn  tara.'  hidup'  masyarakat  desa  dan  melc- 
takkan  das-^r-dasar  bagi  pertumbuiian  dan  perkom- 
bangan  ekrnpmi,  regional  dan  nasional  yang  sehat., 
ii)  Pembangiiuan  desa  merupakan  proses  bertahap  me- 
lalui  perkembangan  Desa  Swadaya,  Desa  Swakarya. 
menujvU  Desa  Sw6,sembada, 

iii)  Dengan  nGac:;faii.^:iacL  don  ncngeabangkan  potensi  de- 
sa,  dilaksanakon  usaha-usaha  peningkatan  pelak- 
sanaan  penelitian  desa,  peningkatan  pengetaiiuaji 
dan  ketrampilan,  pemberian  f asilitas  perkredit-- 
an  dan  permodalan  desa,,  pemberian  bantuan  ma- 

.  teriil  guma  meningkatkan  seni<:irtgat  gotoiig  royong 
masyarakat' desa  d^^a  pengef  ektifan  struktur  Pe- 
merintah  Dosa  serta  pengsynkronisasian  lembaga- 
lem.Daga  d  isa^ 

iv)  Diiiarapkan  agar  di  sampimg  perhatian  terhadap 

.  tata  koba,  mulai  Pelita  II  dapat'  diperkembang- 
kan  poia-pola  di  bidang  ke-tatadesaan,  terma- 
suk  piila  pola  perekonomian  pedesaan. 
V)  Perlu  disusun  Regional  Planning  yang  sesuai  de- 
ngaii  Pola  Umum  dan  pelaksanaah  Pelita  II. 
vi)  Masih  diperliikan  peliyempuraaan  dan  pehingk^tati 
Apara-6ur  Pemerintah  Daerah,  baik  dengan  mendin- 
pung  aspirasi  rakyat  maupun  pelaksanaan  pelim- 
pahan  wewenang  dan  tanggung  jawab  Pemerintah 
Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah. 

•  Masalah  pehduduk 

Mint a  perhatian  terhadap  re-arrangement  distribusi 
penduduk  misalnya  traiismigrasi. 

•  P3^o<3.ukDi  berap 

Bagi  daerah-daerah  yang  sudah  melaksanakan  pening- 
katan produksi  dengan  sisti.^-sistim  Bimas,  Inmas  dan 
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lain- lain,  masih  perlu  dipikirkan  pengadaannya. 
Kenaikan  produksi  harus  memenoM  dua  oujuan  yaitu 
pemaniihan  kebutuhan  pangan  dalam  nogeri  dan  ma'iaik- 
kan  pendapatan  per  kapita  para  petani. 

e,  Listrik  dan  perindustrian 

Pembanganan  pelistrikan,  di  samping  mempunyai  fim^?-- 
si  sebagai  penyediaan  tenscga  listrik  untuk  keperlu- 
an  industri,  juga  mempunyai  fungsi  sebagai  penyedic.- 
an  tenaga  listrik  untuk  keperluan  ramah  tangg??  se~ 
bageii  "public . utility". 

Perhuburiggn 

Diharapkan  dalam  Pelita  II  kemampuan  dan  kesanggup- 
an  unt\ik  mereiiabllitir  dan  meng-up-grade  Jalui^ja- 
lur  ekonomi  dapat  lebih  ditingkatkan, 

g.  Bidang  lain 

Bidang-bidang  lain  geperti  pendidikan,  Agama,  Sosi- 
al  Budaya,  Politik  dan  Hankamnas  agar  tetap  diperha- 
tikan  dengan  seksama,  karena  dapat  merupakan  pendu- 
kung  bagi  peningkatan  pombangunan  di  bidang  ekonomi, 

2)  Rantap/RantT?':;  dan  Penin.lausn  Tap-tap  MPR3  yang  dihasil- 
kan  oleh  BP  I£PR,  Praksi  Utusan  Daerah  dapat  menyetujui, 

.3)  Praksi  Utnsan  Daerah  menerima  Pidato  Pertanggungan  Jawab 
Presiden  Soeharto. 

4)  Untuk  oabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  fraksi  ini 
mencalonkan  masing-masing  Jendral  Soeharto  dan  Sultar^ 
Hamengku  Buwono  IX, 

B.  Praksi  Karya  Pembangunan 

1..  Soegiarto,  sebagai  Ketua  Praksi  Karya  Pembangunan  meng- 
ajukan  "Catur  Upaya  Eka  Makna"  yang  meliputi  bidang-bi  • " 
dang: 

&•  Dasar  dan  landasan  kerja 

Pancasila  dan  UUD  »45  meruiJakan  dasar  landasan  kerju 
kita  dan  mehdukung.  gagasan  pendidikan  Moral  Panoasilo 
yang  menjadi  dasar  spiritual  utama  dalam  membina 
manusia  pembangun. 

b,  Sarana 

Meliputi  dua  hal: 

i)  Instltusionilt 

"Kita  harus  memantapkan  liistitusi  ke-^atanegaraoi;. 


sesuai  dengan  lTTJD  '45;  sedang  di  bidang  institusi 
kemag.yarakatnn  yang  terpenting  adalah  pengorganisa- 
sian  dan  ppiiataan  kembali  kehidupan  politik,  profe- 
si  dan  sosial  yang  mengarah  pada  pembaha.ruan, 
Sehubungaa  dengan  itu  dihargai  usaha-usaha  potritif 
partai-partai  yang  telah  berfusi  eebagai  langkah 
pertama  dan  wsaha-usaha  buruh  yang  bersatu  dalam 
pembentukan  satu  organisasi  berdasarkan  prof  esi  dvi. 
Iain-lain  usaha  yang  searah  dengan  itu, 
ii)  Konseptuil,  adalah  menetapkan  Gaxis-garis  Besar  Ha- 
luan  Negara  yang  sifatnya  tidak  berlaku  tetap,  me~ 
lainkan  setiap  lima  tahun  perlu  ditinjau  kembali 
dan'berisi:  baluan  pembangunan  materiil-spirituil, 
haiuan  Pembaharuan  atau  modemisasi,  dan  haluan  De~ 
mokrasi  Pancasila  yang  lebih  mantap;  pertumbuhan 
ekonomi,  perataan  pendapatan  dan  partisipasi  rakyat, 

c.  Sasaran,  segala  usaha  kit  a  haruslah  mengarah  pada  satu 
sasaran  bersama  yaitu  tujuan  kemerdekaan  yang  kita  prok- 
lamirkan  17  Agustus  1945. 

d.  Personalia,  dalam  ponyelenggaraan  hidup  bemegara  yang 
terpenting  adalah  orang-orang  yang  dirjerahi  tugas  untuk 
menyelenggarakan  pemerintahan  negara,  Mendukung  gagasan 
yang  menugaskan  kepada  pemerintah  untuk  menertibkan  apa- 
ratur  negara,  di  mana  disusun  aparatur  yang  tertib  dan 
bersih  dari  penyelewengan  ideologi,  institusionil  dan 
materiil,  Sebagai  imbangannya  pemerintah  perlu  mening- 
katkan  kesejahteraan  dan  pendapatan  riil  pegawaiAarya- 
wan  untuk  dapat  hidup  sesuai  dengan  kewajaxan  manusia. 
Mencalonkan  Presiden  Soeharto  kembali  sebagai  Presiden 
dan  Sultan  Hamengku  Buwono  IX  sebagai  Wakil  Presiden, 

2.  Ny.  Dra.  Endang  Dwiasmoro  Anggraheni  Abimanyu,  mengemuka- 
kan  tanggapan  terhadap  Rancangan-rancangan  Ketet.apan  dan 
Keputusan  MPR  hasil  karya  BP  MPR  antara  lain: 
Pada  prinsipnya  menerima  keseluruhan  produk-produk  BP  MPR 
karenia  merupakan  kristalisasi  ide  yang  terjadi  dalam  masy- 
rakat/-  di  samping  yang  menyiapkan  dan  mengolah  rancangan- 
rancangan  tersebut  telah.  benar-benar  menyatakan  representa 
si  semua  Praksi  yang  ada.  Selain  itu,  Praksi  ini  sependa- 
pat  dengan  BP  MPR  terhadar)  Raiir-- >^  Ketetapan.  di  mana  ke- 
pada Presiden  yang.  baru  diangkat  juga  ditetapkan  Pelimp.ohaii 
Tugas  dan  Kewenangannya.  Tugas  dan  wewenang  ini  meliputi 
dua  bagian  ys::ig  ,-ii^xxtpakai'.  kesatuan  mutlak,  Bagian  pertama 
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memberi.:an  gambaran  mengenai  tugas-tugas  pokok  Kabinct 
Pembangunan-,  sedang  bagirji  krdua  memberikan  kewenangan 
Kepada  Presidon  untuk  menga/abil  lan^caii-langlcah  yc.-.g  x^jt- 
lu  dani  pen-elainatan  dan  terpeliharanya  PeraaW  d.-^'lCc- 
satuan  Bangsa  serta  tercegahnya  baliaya  ter^ilangnya  G.  30  5-:/ 
PKI  dan  bahaya  subversi  lainnya,  ya^  pada  hakekatnya  ad,-.«- 
lah  penyelamatan  Pembargunan  Nasionlf,  kehidupan  Dcmokr-:.3i 
Paneasila  serta  penyelsinabaii  Wdasan-landasan  Pancasil- 
don  UUD  »45, 

ffraksi  Partai  Demokrasi  Indonesia,  (fiapat  Paripuma  ke-3  tang- 
gal  16  Maret  1973), 

Pembicara  Sadjarwo  SH,  aalam  memberikan  pandangan  terhadap 
RANTAP  MPR  tentanj^-  GBHN  antara  lain: 

B^rsumber  pada  Tancasila  dan  UUD  '45;  harus  dapat  mencer- 
mimcan  Amanat  Penderitaan  Rakyat  dm  didasarkan  atas  ke- 
pribadian  Bangsa  Indonesia. 

Masa  berlaku  tidak  perl^  tiap  lima  tahun  dirubah  atau  di- 
perbaharui,  bahkan  GBHN  harus  raempunyai  sifat  langgeng; 
sedangkan  Rencana  Peinbangunan  Nasional  tiap  lima  tahun  ha- 
rus ditinjau  kembaliy  disesuaikan  dengan  perkembangan  ne- 
gara  dan  masyarakat  dan  keadaan  waktu  itu, 
Azas  Perwu.jiidan  Wavvasan  N_ugrijvhn.T2n  hanya  dapafc  terlaksana 
dengan  baik  apabila/ pombangunan  dapat  dilaksanakan  dengan 
nerata,  sampai  rakyat  di  pelosok-pelosok  kepulauan 
Indonesia.  Sehubungan  dengan  ini  sangat  esensiil  apabila 
dicantumkannya  perhubungan  laut  sebagai  sarana  -atama. 
Ploating  mass  yang  dapat  melemahkan  peranan  aktif  raicyrit 
jangan  diadakan.  Demokrasi  politik  harus  memungkinlcan  pe- 
ranan aktif  rakyat  dengan  mekanisme  yang  menjamin  berfi^ji,^- 
sinya  lembaga-lembaga  kehidupan  politik  rakyat  dan  leraba,;::.- 
lembaga  kenegaraan,  secara  wajar, 

Politik  dalam  negeri  harus  menjamin  dan  mengembangkan  ke- 
seimbangan  antara  keperluan  akan  kemerdekaan  dengan  kepor-- 
luan  kestabilan  politik,  antara  otoaktivitas  dari  setiap 
unsur  kekuatan  sosial  politik  dengan  kepemimpinaft  nasional 
yang  kuat  progresif , 

Pernilihan  Umum  supaya  dapat  dilakuk.an  secara  bebas,  raha- 
sia  dan  diselenggarakan  oleh  badan  yang  bebas  dari  pong-- 
ruh  badan~badan  eksekutif, 

Dalam  masalah  ekoiiomia  golongan  pribumi  supaya  diberikaJi 
lapangan-lapangan  usaha  yang  lebih  sesur.i  dene.^:in  kemaripu- 
annya  dengan  diberikan  fasilitas  dan  proteksi  yang  wajar. 


Sistir.-*  Pendidikan  perlu  dimodemisir  untuk  muiididik  aziak- 
analc  laenjadi  warga  negara  yang  bermoral  Pancasila, 
Dalam  bidarije:  hukum  perlu" 'adanya  perabinaGii  hulaim  nasiona.l 
yong  mampu  memeniihi  kebutUhan-k.ebuttih'arL  h.\ikuni  sssuai  dc- 
ngan  kesadaran  rakyat  dan  kebutuhaii  hiikujn  ole'h  masyara- 
yang  terus  maju  serta  memupuk  kesadaran  hukum  dalam  mr-.b^- 
rak.it, 

Masih  ada  beberapa  laasalah  yang  perlu  mendapatkan  pan..;^ 
patan  dan  diatur  dalam  Undang-undang  sep^rtis  <pem"bi?  y 
pembangunan'  dan  sumber-simbemya;  pengelolaan  dan  panr- 
an  keuangan  Negara;  perpajakan  yaiig  sering  memberatkan 
perkembangan  usaha  rakyat;  kepartaian  dan  keormasan;  ke- 
amanan  Nasional.  Sedangkan  Badan  Pengawas  Keuangan  (BPK) 
perlu  mendapat  landasan  pe3?-Undang-undangan  baru,, 

Pembicara  lain,  H.M,  Victor  Matondang  SH,  mengemukaican 
beberapa  pandangan  terhadap  RANTAP-RANTAP  MPR,  antara  lair 
Rantap  teritang  tata  cara  Pemilihan  Presiden*  dan  Wakil 
Presiden  penting  karena  dalam  sejarah  kehidupan  kita  bci-- 
negara  belum  pemah  ada  ketentuannya.  Hal  ini  juga  me- 
nyangkiit  masalah  kepemimpinan  Nasional  yang  oleh  penjelara- 
an  Undang-undang  Dasar  disebutkan  sebagai  Penyelenggara- 
an  Pemerintahan  Negara  yang  tertinggi  di  bawah.  M?R, 
Rantap  tentang  Pengangkatan  Bresiden  dan  Rantap  tontang 
Pengangkatan  Wakil  Presiden.  dengan  penegaaan  masa  jabat:^;:. 
lima  tahun  penting  artinya  bagi  penegakan  kchidupon  . 
konstitusionil  yang  telah  dir^ntis  oleh  Orde  Eary  di  ba-  .. 
wah  Jendral  Soeharto, 

Rantap  tentang  Tata  Ker.la  Lembaga  Tertinggi  Negara  den.^^nji./ 
atau  Lembaga-lembaga  Tinggi  Negara  hendaknya  dii;ambah  satu 
ketentuan  yang  berbunyi:  "Hak  keuangan/administratip  don 
kedudukan  protokoler  Anggota/Pimpinan  Majelis  diatur  de- 
ngan Peraturan  Perundangan'*,  Juga  sebaiknya  Undong-  undarx,-^: 
tentang  sifat,  martabat  dan  kedud-ukan  Lemba/;:a-lemba,ga 
Negara  yang  disebut  dalam  Rantap  ini  ditugaskan  kepada 
Pemerintah  bersama  DPR.untuk  menyusunnya, 
Rantap  tentang  keadaan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden 
R.I,  berhalangan  diperlukan  untuk  menja/ia  kemungkinan-ke- 
mungkinan  yang  merusak  kontinuitas  penyelenggaraan  Peme- 
rintah Negara  sebagai  akibat  faktor~f aktor  di  luar  kemam- 
puan  Presiden  dan  Wakil  Presiden, 

Rantap  tentang  Pemilihan  Umum.  hendainiya  prinsip-prinsip 
Pemilu  dalam  Rantap  ini  kita  ikuti  dengan  setia  dalam 
pengaturan  dan  pelaksanaan  lebih  lanjut,  agar,  mutu  Pemilu 


yang  akan  datang  makin  meningkat  bagi  perkeiuban^-an  demo- 
krasi,PGrsatuan.  dan  pembangunan  berdasar  Pancasila. 
Rantap  tentang  PelimTaahan  ITu^s  dan  Kewanangan  kepada 
PresidonATandataris  TgR  untuk  Melalcsanakan  u?ugas  Kabinet 
Pembangunan  mengingatkan  tugas  bersama  unruk  membangun 
dan  mempertahankan  K  jgara  Kesatuan.  Selanjutnya  Haiitap 
ini  juga  me-mberikon  keweaangan  untuk  mengaml.il  langkali- 
langkah  demi  menyelamatkan  dan  tfjrpeliharanyn.  persatuan 
dan  kesatuan  Baiigsa  serta  tcrcegahnya  bahaya  tGrulangnya 
G*30.^/PKI  ,dan  bahayn  subversi  lainnya. 

3,  Pembicara  V.B.  Da  Costa  SH  mengemukakan  antara  lain  bahwa 
dapat  menerima  sepenuhnya  portanggungjawaban  Macdat.iris 
WBR  dan  tindakan-tindakan  polaksanaan  seperti  ycaiQ  dila- 
porkan  oleh  Presiden  tidak  bertentangan  dengan  manda-fc  yan 
terumus  dalam  GBM.  Ditambahkan  oleh  Da  Costa  bahwa  kon- 
sekwensi  dari  pada  peroncanaan  pembangunan  adalah  b?iiaya 
diajnbilnya  langkah-langkah  otoriter  dan  birokrasi,  Pemba- 
ngunan bukan  merupakan  tujiian  tetapi  sarana,  tujuannya 
adalah  manusianya  sendiri  oleh  karenanya  perhatian  terha- 
dap  nilai-nilai  peri  kemanusiaan  harus  selal^T  menyertai 
pelaksanaan  pola  pembangunan  di  masa-masa  mendatang,  . 
Akhimya  imtuk  j'abatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Frak- 
si  ini  moncalonkan  Presiden  So  chart  o  kembali  dan  memilih 
Sultan  Hah engku  Biiwono  IX, 

Praksi  Pergatuan  Pemban/srunan  (Rapat  Pari  puma  l:e-3,  tanggal 
16  Maret  1973). 

1 .  Ha.ji  Chalid  Mawardi  dalam  memberikan  pandangannya  khusus 
mengenai  Rantap-rantap  hasil  karya  BP  MPR  sebagai  berikut 

a.  GBHN  seharusnya  merupakan  penin^atan  dari  pada  pelol^- 
sanaan  Haluan  Negara,  yang  tertuang  dalam  Tap-Tap  MPRS 
No.  IX  sampai  dengan  No,  XLIV,  yang  mewakili  dan  memba 
wakan  semangat  Orde  Baru, 

Beberapa  hal  yang  perlu  mendapatkon  perhatian: 
Pokok-pokok  pemikiran  Dembangunan  nasional  hendaknya 
menampung  Sila  Pertama  dari  Pancasila,  Dalam  pola  uinum 
pembangunan  jangka  panjang  tidak  diadakan  perbedaan 
antara  sesama  warga  neg-ira  tetapi  perlu  memberi  perlin 
dungan  dan  bimbingan  terhadap  usaha  golongan  ekonomi 
lemah,  khususnya  pribumi,  serta  adanya  dorongan  dan 
pengarahan  ba^i  golongan  ekonomi  kuat  untuk  bersama-* 
sama  dengan  golongan  ekonomi  lemah  berusaha  mambangun 
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ekonomi  nasional, 

Masalah  pengangguran.  supaya  dicantumkan  kebi jaksananji 
yang  terarah  dalam  mengatasi  meningkatnya  penganggurpji 
setiap  taliun, 

Pembanfflman  di  bidang;  ap;ninp.  ditujukan  lontuk  meningkat- 
kan  iman-dan  akhlak  agama  yang  luhur.  dan  diarahkaJ^  un~ 
tuk  menumbuhkan  kerukunpn  lamat  .beragama  di  Indonesia. 
.Hendaknya  pendidikan  agaraa  raenjadi  mata  pelajaran  bagi 
^eko3,ah-sekolah  swasta  maupun  negeri  sejak  Tara.an  Kanok- 
kanak  sampai  dengan  Perguruan  Tinggi.  Dalrjn  rangka  pem- 
binaan  bangsa  hendaknya  juga  aliran-aliran  kepercayaan/ 
fahara-faham  keagamaan  dapat  kita  tempatkan  pada  ppopor- 
sinya,  sehingga  dapat  dilakukan  pembimbingan,  pembina- 
an  dan  ^pengawasan  agar  supaya  aliran-aliran  kepercayaan 
itu  kembali  kepada  induk  agamanya  masing-masing  serta 
berusaiia  mencegah  perkembangan  aliran  kepercayaan  yang 
bertentangan  dengan  Pancasila  dan  keyakinan  beragama. 
Pengadilan  Adminiatr/^.cii  belum  disebutkan  dalam  GBHN, 
yang  justru  akan  memegang  perdnan  penting  dalam  usaha 
penertiban  dan  penyehatan  aparatur  pemerint,-han  untuk 
mendapatkan  aparatur  pemerintahan  yang  berwibawa,  ber- 
sih,  efektif  dan  efisien.  Selain  itu  pembangunan  di  bi- 
dang  hukum  yang  sesuai  dengan  meningkatnya  kesadaran 
rakyat  dan  yang  memenuhi  tuntutan  pembangunan  harus  da- 
pat ditampung  dan  diciptakan, 

Rantap  tentang  Hubungan  Tata  Ker.ia  Lembaga  Tertin^^i 
Negara  dengan  atau  antar  Lembaga-lembaga  Tinggi  Negara 
hendaknya  mencakup  sifat,  martabat  dan  kedudukan  lemba- 
ga-lembaga  negara;  Perubahan  lain  yaitu  sesuai  dengan 
pasal  23  ayat  5  UUB  '45  sebaiknya  hasil  pemeriksaaii  BPK 
diberitaiiukan  kepada  DPR  saja. 

Rantap  tentang  Pemilihan  Umum  ditetapkan  bahwa  untulc 
Pemilu  yang  akan  datang  hanya  ada  tiga  tanda  gambar 
yaitu  dua  dari  golongan  politik  dan  satu  dari  aolongan 
Karya,  Selanjutnya  diharapkan  agar  ABRI  tetap  menjadi 
milik  semua  golongan,  berdiri  di  atas  semua  golongan, 
tidak  ikut-  dalam  Pemilu  dan  dijamin  perwakilannya  di 
dalam  Lembaga-lembaga  Perwakilan,  maka  disarankan  agar 
istilah  yang  digunakan  dalam  Rantap  ini  untuk  Angkatan 
Bersenoata  R,I.  hendaknya  "ABRI"  saja.  Juga  perlu  ada- 
nya  penyesuaian  waktu  jabatan  keanggotaan  I3PR  dan  DPRD. 


Ro^t^ap  tentang  pelimp^han  tugan  n«n  kewenangan  keuada 
Ppesiden/l\IandatariR  MPR  untuk  mpl^sanakan  tuga.^  KP^bi- 
net  Pembanfflinan  hendaknya  memuat  diktum-diktm: 

i)  Empat  macam  tugas  yang  hendak  dibebankan  kepada 
Prfesiden/lviandataris.  • 
ii)  Memberi  kewenangan  kepada  Presiden/Mandataris  un- 
tuk  menganibil  langkah-langkah  yang  perlu  dalain 
memelihara  persatuan,  kesatuan  baiigsa  dan  mence- 
gah  terulangnya  G.aa^S/PKI. 
iii)  Dibandingkan  dengan  Ketetapan  WPRS  No.  ZLI/^i(CPRS/ 
1968,  maka  rancangan  yang  disusim  ^P-iVIPR  masih 
mengand-ung  kekurangan-kekurangan  yaitu.  menagas- 
kan  kepada  Presiden  untuk  membentuk  kabinet  dan 
persyaratan  bagi  personalia  kabinet, 
Pembicara  Ismail  Hasan  Met areum  SH  dalain  menanggapi  pidato 
Laporan  Pertnjiggimgan  Jawab  Presiden  Soeharto,  pada  garis 
besamya  dapat  menerima  dan  m&nyetujui.  Namun  dikennikakan 
beberapa  hal  pokok  untuk  mendapatkan  perhatian  antara  lain: 

a.  Politik  Luar  Negferi 

^   Praksi  Persatuan  Pembangunan  menyambut  baik  kebijaksa- 
naan  pemerintah  untuk  ikut  serta  dalam  konperensi  .  Islam 
Internasional  mengingat  bahwa  mayoritas  rakyat  "  '  •  • 
Indonesia  beragama  Islam,  Tetapi  prijuatin  apabila  ker- 
ja  sama  regional  ASEAN  yang  semula  hanya  di.  Mdang 
sosial-ekonomi  dan  budaya  diperluas  sa/npai  k6pada 
Ja  sama  regional  di  bidcng  Politik  dan  Keamanan, 

b.  Pemilihan  Umum 

Praksi  ini  mengkonstatir  bahwa  ekses-ekses  negatif  da- 
ri  Pemilu  ssUnpai  sekarang  masih.  -ada  yaag  belum  tersele- 
saikan  seperti  masih  adanya  pegawai-pegawai  negeri  yang 
kehilangan  ja^atan  atau  mata"' pencahariamiya  dan  bel^uii 
ada  penyelesaian,  Diharapkan  agar  Pemilu  yang  akan  da- 
tang  dan  seterusnya  dapat  berlangsung  lebih  sempuma 
tanpa  menimbulkan  ekses  yang  sebelumnya  dapat  dihindari 
bersama,  * 

c.  Pengembalian  ketertiban  dan  keamanan 

Kebi  jaksanaan  pemerintah  untulc  terus  membina  ketahanan 
nasional  yang  meliputi  ketahan?n  ideologi,  politik, 
ekonomi,  social  budaya  dan  hankam  merupakan  kebijaksa- 
naan  yang  tepat^  Namun  masih  haius  diakui  adanya  kele- 
mahan-kelemahan  di  bidang  ketahanan  sosial  ekonomi  di 
kalangan  masyarakat  kita.,  Dinamika  kehidupan  sosial 


masyarakat  yang  ekonominya  maaiii  miskin,  p^ndidikannya 
rendah,  dan  ma3ih  tradisionil  adalah  kelemahan  yang  ha- 

,  *  '.V-  '•■ "' 

rus  segera  diiiilangkan, 

d,  Masalah  beras 

Sangat  ironis  apabila  pertanian  ditetapfcen  sebagai  pust:  i; 
kegiaitan  .pembangunan  dalam  PELITA,  temyata  dsHam  tahun 
1972  terjadi.  kemerosotan  dsuLam^rodioksi  beras  dan  ter- 
Jadi  kenaikan  liarga  beras,  Hal  ini  menimjukkan  masih 
leinahnya  stabilisasi  harga  dan  lemahnya  management  pe- 
i?encanaan  dan  Sistim  Pengawas  Pelaksanaan  Pembangunan, 
yang  mellputi  masalah  pengtL'Jpulan  dan  pengolahan  serta 
analisa  data~data,  Pembangunan  di  bidang  pertanian  ini 
memerlukan  penggunaan  sistim  pengairan  yang  sehat,  se~ 
hingga  masalah  pengaturan  tata  air  perlu  mendapat  per- 
ha'tian, 

e»  Beberapa  saran  dan  usul: 

i)  Perlu  diciptakan  sua-tu  kondiai  politik  yang  man  tap 
"bagi  partisipasi  masyarakat  untuk  memperoepat  pe- 
laksanaan pembangunan,  di  samping  adanya  suatu 
aparatur  pemerintahan  yang  kuat  dEin  berwibawa  serta 
mendapat  dukungan  luas  "dari  masyarakat, 
ii)  Pembangunan  ekonomi  hendaknya  sekaligus  ditujukan 
bagi  periingkatan  penghasilan  Negara  dan  masyarakat 
serta.-. keadilsin  sosial,  Jadi  di  samping  peningkatar. 
income  rata-rata  perkapita  yang  lebih  penting  ada- 
lah  meratanya  kenaikan  income  perkapita  itu  sendiri. 
iii)  Kehidupan  dan  perkembangan  demokrasi  baik.  politik 
maupun,  ekonomi  hendaknya  direncanakan  dan  dilaksa- 
nakan  lebih  terarah  untuk  mana  pendidikan  politik 
dan  kesadaran  nasional  berlandaskan  Pancasila  mu- 
tlak  perlu  ditingkatkan, 
iv)  Mendorong  dan  membantu  penyediaan  prasarana  fisil: 
untuk  melaksanakan  ibadah  dan  merehabllitasi  tem- 
pat-tempat  peribada'tan, 
v)  UntiAk  masa  yang.  akan  datang,  sesuai  dengan  pemya- 
taan  Dewan  Pimpinan  Partai  "Partai  Persatuan  Pern-' 
bangunan"  tanggal  9  Maret  1973  diharapkan  agar  Si- 
dang  ,Umum  I/LPR  secara  aklamasi  menerima  dan  meng- 
angkat  kembali  Jendral  Soeharto  sebagai  Presiden 
sedang  Sri  Sultan  Hamengku  Buwono  IX  sebagai  Wakil 

A.- 

Presiden, 
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Fraksi  ABRI  (Rapat  Paripums.  ke-3  tanggal  16  Maret  1973) 

I-  Rahard.j o  Pro d.i oprado to  dalatn  mengemiikalcan  hasil  karya  BP- 
•    MPR  antara  lain  sebagai  berikut: 

Pola-poiia,,  yang  dituangkan  dalam  GBHN  hasil.  kerja  BP-P.IPR 
dudah  memenuhi  harapan  Praksi  ABRI  karena  penyusujnan  pola- 
-  pola-itu  memperhatikan  pertimbangaji  yang  bersifat  umun 
dan  kKusus,  Umum  adalah  stabilitas  dan  tertib  politik, 
kearaanan  nasional,  tersedianya  tenaga  dan  modal  nasional 
yang  besar  tanpa  melampaui  batas  kemampuan  yang  nyata 
serta    diperlukannyd*   suatu  perancangan  yang  menyeluri^h 
bagi  pembangunan  aparatur  dan  administrasi  negara.  Khusus 
adalah  perlunya  disusun  Repelita  yang  bersifat  saling 
mengisi,  terpeliharanya  kestabilan  ekonomi,  pembangunan 
ekonomi  yang  dipercepat,  perombakan  struktur  ekonomi 
Indonesia  serta  pertirabangan  bahwa  bantuan  luar  ne.'^-eri 
harus  tetap  merupakan  umsur  peleilgkap  saja. 
Bemokrasi  ekonomi  berdasarkan  Pancasila  tidalc  menghendaki 
adanya  sistim  etatisme,  persaingan  bebas  dan  aonopoli  ter- 
buka  maupun  tertutup,  melainkan  menghendaki  dilakspnakan- 
nya  azas  gotong  royong  dalam  usaha  bersama  antara  peme- 
rintah,  pengusaha  nasionaJ.  maupun  karyawan  yang  terorgaiii- 
sir  dalam  koperasi. 

2.  Sarwo  Edhi  Wibowo  akhimya  meraberikan  tanggapan  serta 
pemilaian  terhadap  pidato  Presiden  ,dengan  menggunakan 
4  ukuran: 

a.  Arti  pidato  Pertanggungan  Jawab.bagi  kehidupan  ketata- 
negaraan 

Pertanggungan  Jawab  Presiden  yang  tanpa  diminta  oleh 
Majelis  merupakan  yang  per tama  kali  dalam  sejarah  ke- 
tatanegaraan  kita.  Hal  ini  menunjukkan  kesadajan  dan 
pelaksanaan  kewajiban  dengan  penuh  kesungguhan.  dalan 
melaksanakan  ketentuan  UUD,  Terlaksananya  kewajiban 
ini  merupakan  pangkal  tegrimya  tertib  hukum  yang  meru- 
pakan sumber  ketentraman  bagi  setiap  anggota  masyaraicr.-!: 

b,  gepribadian  kepemimpinan  Presiden 

Pidato  itu  mengungkapkan  sikap  dasar  kepemimpinan 
Presiden  Soeharto  yang  raengandung  kejujuran,  keterbuka- 
an  dan  kesungguhan,  Serangkaian  unsui^unsur  yang  perlu 
dimiliki  oleh  pimpinan  negara  dewasa  ini  oleh  pejabat- 
pejabat  pemerintahan  dari  tingkat  at as  sampai  bawah, 
oleh  pemimpin-pemimpin  masyarakat  dan  juga  perlu  menjal.. 
sikap  dasar  bangsa  yang  membangun. 


°-  C^aris-garis  kebi,iak:sanaan  Presidon 

Dikemukakan  dalajn  4  bidang:  pembinaan  don.  pengembangai^. 
demokrasi  Pancasilaj  ketegasan  daii  kebijaksanaarmya 
dalam  menghadapi  dan  melawan  musiih-nrusui^. -Pancasila; 
pengetrapan  politik  luar  negeri  yang  bebas  dan  aktil, 
yang  bermanfaat  bagi  pembangunan  bangsa,  dan  bagi  pel 

;  kesungguhan  dan  konsis- 
tennya,  penangenan  pembangunan^ 

^-  Hasil  yang  dicapai  selama  ini 

i)  Stabilisasi  politik  dan  ekonoiPi, 

Dalam  lapangan  politik  tetap  memberi ' ruaiig  gerak 
bagi  perubaiian  menuju  kemajuan  sesuai-  dengan  ke- 
mumiaii  Pancasila  dan  UUD  H5.  Sedang  dalam  la- 
pang-ja  ekonomi  menunjukkan  gerak  pertumbuhan  yang 
menaiko 

ii)  Penyusunan  dan  pelaksanaan  Repelita. 
iii)  Pelaksanaan  Pemilihan  \Jmum 

Supaya  kelancaran.  pelaksanaan  Pemilu  yang  lalu  da- 
pat  dijadikan  preseden  yang  baik  untuk  Pemilu  yang 
akan  datang, 

Presiden  dan  Wakil  P^'Pgi  j_f^.rn 

Seoara  resmi  akan  laencalonkan  Presiden  Soeharto  .kembali 
sebagai  Presiden  dan  nemilih  Sultan  Hamengku  Buwono  IX 
sebagai  Wakil  Presiden. 


Komisi-^komisi 

Dalam  rapat  paripuma  ke-3  tanggal  16  Maret  telah  disetujui 
pembentukan  txga  Komisi,  yaitu  Komisi  A  (306  orang),  Komisi  B 
(303  orang)  dan  Komisi  C  (302  orang).  Ketua  Komisi  A  dari  Praksi 
Karya  Pembangunan  (Drs.  Moerdopo),  Komisi  B  diketiiai  oleh 
Sapardjo-  (Praksi  ABRI)  dan  Ketua  Komisi  C  dari  Pf aksi  Persat^ian 
Pembangunan  (H.M.  Dahrif  Nasution) ,  Masing-masing  Ketua  komisi 
itu  dibantu  oleh  5  Wakil  Ketua  dari  kelima  fraksi.  Menurut  ran-, 
cangan  semula-  dari  BP-MPR,  Komisi  berjumlah  6  sedang  Panitia 
Ad  Hoc  1.  Akhirnya  disetujui  3  Komisi; 

Adapun  tugas-tugas  Komisi  A  ialah  membahas  Rancangan  Kete- 
tapan  tontang  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  dan  Rancangan 
Ketetapan  tentang  Peninjauan  Prod^.ik-produk  yang  berupa  Ketetapan- 
ketetapan  MPRS-RI.  Komisi  B^bertugas  untuk  mambahas  dan  menyele- 
saikan  s.ecara  final  7  Rancangan'  Ketetapan,  yaitu  Rancangan  • 
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Ketetapan  tentang: 

i)  Tata  Cara  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  R  I 
ii)  Pengangkatan  Presiden  R.I,  * 
iii)  Pengangkatan  Wakil  Presiden  R.I, 
iv)  Pelimpahan  Tugas  dan  Kewenangan"  kepada  Presiden/lviandataris 
MPR  untuk  melaksanakan  Tugas  Kabinet  Pembangunan 
V)  Keadaan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  R.I,  berhalangar 
VI )  Hubungan  Tata  Kerja  Lembaga  Tertinggi  Negara  dengan/atau 
antar  Lembaga-lembaga  Tinggi  Negara 
vii)  Pemilihan  Umum 

Sedangkan  Komisi'C  ditugaskan  untuk  menilai  Pidato  Pertanggungan 
Jawab  Presiden/ilandataris  di  depan  si  dang  pari  puma  tanggal  12 
Maret,  dan  menyelesaikan  penuangannya  ke  dalam  Rancangan 
Ketetapan, 

Mekanisme  kerja  yang  dipergunakan  ketiga  Komisi  dalam  me- 
nyelesaikan ■  tugas-tiigas  itu  adalah  sebagai  berikuti:.  Atas  perse- 
tujuan.  rapat  pleno  dari  masing-masing  Komisi,  maka  ketiga  Komit'i 
membentuk  Panitia  Kerja  30,  yang  harus  menyelesaikan  tugas  ser- 
ta  melaporkan  hasilnya  kepada  rapat  pleoo  Komisi^  Oleh  Panitia 
Kerja  30  itu  lalu  dibentuk  Panitia  Perumus  11  yang  menggarap 
materi-materi  tersebut  secara  final,  Panitia  Perumus  ini  harus 
melaporkan  hasilnya  kepada  Panitia  Kerja  30. 

Panitia  Kerja  30  dan  Panitia  Perumus  11  dari  Komisi  B  dan  0 
melaksanakan  tugasnya  dalam  rapat  tertutup,  sedangkan  rapat-rapat 
Panitia  Kerja  dan  Panitia  Perumus  dari  Komisi  A  bersifat  terbuka. 

Dalam  rapat  paripuma  ke-4  tanggal  19  Maret,  Majelis  men- 
dengaikan  laporan  hasil  kerja  Komisi  A,  B  dan  C.  Semua  Komisi 
dapat  menyelesaikan  tugas- tugasnya, 

St  emmot ivering 

Dalam  rapat  paripuma  ke-5  tanggal  21  Maret  fraksi-fraksi 
mulai  memberikan  stemmotivering  (pemyataan  pendapat)  atas  ha- 
sil-hasil  ketiga  Komisi, 

A,  Praksi  ABRI  melalui  jumi  bicara  A,  Tahir  menyatakan  bahwa: 

ABRI  menerima  dan  menyetujui  Rancangan-rancangan  Ketetapan 
'  hasil  karya  Komisi  A,  B,  dan  C  untuk  disahkan  menjadi  Kete- 
tapan MPR;  Secara  konstitusionil  Presiden  hajrus  mempertang- 
gungjawabkan  segala  kebi jaksanaan  kepemimpinan  dan  langkah- 
langkah  yang  diambilnya  untuk  melaksanakan  haZuan  Negara; 
Rakyat  berhak  menarik  kembali  mandat  yang  dipercayakan  kepa- 
da Presiden  apabila  terbukti  bahwa  Presiden  melanggar  haluan 
Negara  dan/atau  Ugp  45  tanpa  dapat  mempertanggungjawabkannya. 
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B.  Praksi  Karya  Pembangunon  melalui  3  juru  bicaranya  yaitu: 

1).  David  Napitupulu  yang  menanggapi  hasil  Komisi  A  menyatu- 
kan  bahwa: 

GBHN  adalah  kelanjutan  dari  per juangan  Orde  Baru  deng,aii 
panji-panji  Tritura  pada  masa  perjuangan  tahun  1966. 
Dengan  Tritura  itu  ingin  ditinggalkan  kehidupan  dal,?in 
ketidak  pastian  dan  konsep  politik  kekuatan  demi 
kekuasaan; 

Hasil  IComisi  A  dapat  disetujui,  dan  diterimanya  GBHN 
mempunyai  konsekwensi  terhadap  seluruh  komponen  Liasyara- 
kat  serta  aparatur  Pemerintah.  Dalam  pelaksanaannya  nontl 
harus  terwu^ud  sistim  mekanisme  tirabal  balik  antara 
masyarakat  dan  Pemerintah.  GBHN  sekaligus  mengikat  selu- 
ruh bangsa  dan  merupakan.  kebulatan  tekad  untuk  bersama- 
sama  melaksanakannya  sesuai  dengan  fungsi,  jabatan  ^ 
kedudiikannya  masing-masing; 

Pokus  GBHN  adalah  pertumbuhan  ekonomi,  perataan  pendapat- 
an  dan  partisipasi  masyarakat;  ketiga    hal  tersebut  me-- 
rupakan  aatu  kesatuan  yang  saling  mempengaruhi,  mengikat 
dan  membatasi  satui  sama  lain^ 

2)  H.  Sakti  Kodratullah  menyatcdcan  bahwa  fraksinya  dapat 
meneriraa  keselurahan  hasil  Komisi  B  dengan  penegasan 
sebagai  berikut: 

Dua  tDagian  tugas  dan  kewenangan  yang  dirumuskan  dalam 
Rantap  tentang  Pelimpahan  Tugas  dan  Kewenangan  kepada 
Presiden/kandataris  IMPR  merupakan  sarana  yang  lengkap 

Presiden  untuk  dapat  menjalankan  peraerintahan 
negara; 

Rantap  tentang  Keadaan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden 
Berhalangan  dan  Rantap  .  tentang  Kedudukan  dan  Hubungan 
Tata  Kerja  Lembaga  Tertinggi  Negara  dan/atau  antar  Lombr.- 
.     ga-lembaga  Tinggi  Negara,  di  samping  memperkaya  dan  mc 
rumuskan  secara  terperinci  ketentuan-ketentuan  konstitu- 
si,  guga  mencerminkan  usaha  nendudukkan  fungsi  masing-ma- 
sing secara  wajar  serta  memperlancar  mekanisme  konstitu- 
si  itu  sendiri; 

Rantap  tentang  Pemilu  merupalcan  sarana  paling  jelas  da- 
lam mewujudkan  p^-ticipaci  rakyat  dalam  kehidupan  ber~ 
negara.  Ketetapan  ini  merintis.  juga  penyesuaian  antara 
masa  Jabatan  Presiden,  DPR  dan  MPR. 


3)  Hermctn.  Kote  menanggapi  hasil  Komisi  C  sebagai  berikut: 
Berdasarkan  peng^atan  atas  iiasil-hasil  konkrit  yang  di- 
capai  maka  secclra' keseluruhan  menerima  pertang5ungan  ja- 
wab  Presi(ien/1^{[anda1:aris; 

Sesuai  dengon  Penjelasan  UUD«  45,  fungsi  kontrol  terhr.dej; 
Presiden  dilakukan  oleh  DPR,  Selama  masa  jabatan  Presici  i 
DPR  .telali  denerima  'b-:^.:z  lapor-i  T::^ den  yang  disanpaikr 
getiap  t«23^^.  16  A-'^urlx?        pc^da  saa-b  nengantar  BMP^^ 
yang~barUo  Maka  secara  implisit  berarti  bahwa  Preside.! 
telah  melaksanakan  baluan  ^Negara^ 

Dalan    rapat    paripurna  ke-5  tanggal  22  Maret  didengark-sn 
kelanjutan  s-becsiotivc-.rn-r.G  dari  3  fraZ^si. 

C.  \  Fraksi  P^tai  P^amokrasi  Indonesia  melalui  Subekti  raenyata- 

kari  bahwa  fraksinya  ds-pat  menerima  keseluruhan  hasil  Komi«i 
A,  B  dan  C  dengan  tanggapcui-t.^rs^apan  sebagai  berilcut: 
G-BHN  yang  dihasilkan  MPR  benar-benar  memenuhi  pasal  3  UUD  ^-5,, 
GBHN  tidak  saja  morupakan  strategi  dari  pada  perjuangan 
bailgsa,  melainkan  juga  azas  perjuangan  bangsa  yang  eedang 
bergulat  melawan  kemiskinan,  Oleh  karena  itu  harus  mengha- 
yati  dan  dihayati  oleh  seluruh  rak^at; 

Praksinya  menggaris  bawahi  rounusan  tentang  budaya  Indonesia 
.  serta  Kebudayaan  Nasional  dalam  Pola  Umum  Pelita  II; 
Dalam  politik  3-uar  negeri,  ide  netralisasi  Asia  ^enggara 
perlu  raendapatkan  pemikiran  yang  serius,  dan  lagi  politik 
k:ita  hendaknya  benar-benar  bersifat  bebas-aktif  dan  non 
Eilignment';  ^ 
Pelaksanaan"  demokrasi  yang  modem  roeraerlukan  pers  nasiona,l 
yang  bebas  dan  bertanggung  jawab; 

Dalam  demokrasi  ekonomi  harus  benar-benar  dihindarkan  sistini 
free  fight  liberalism  dan  sistim  etatisme  yang  dapat  memati- 
kan  potensi  dan  kreasi  unit-imit  ekonomi  dalam  negeri; 
Pembangunan  ekonomi  supaya  diarahkan  pada  struktur  ekonomi 
yang  seimbang  dengan  kebi  jaksanaanj  yang  dapat  menghapuskan 
pengahgguran^  ^ 

D,  Praksi  Persatuan  Pembangunan  melalui  3  juru  bicaranya,  yaitu 

1)  Djadil  Abdullah  menyatakan  bahwa  fraksinya  dapat  menerima 
hasil-hasil  Komisi  B  dengan  beberapa  penekanan  sebagai 
berikut: 

Pada  akhimya  ke-T  Rantap  tersebut  tergantimg  pada  itikad 
baik  kita  semua  untuk  melaksanakannya; 

Dalam  Pemilu  yang  akan  datang  hanya  terdiri  dari  dua  go- 
longan  politik  don  satu  golongan  karya,  ini  berarti 


peningkatan  prosedur  untulc  lebih  aendewasakan  domokrasi, 
ABRI  sebagai  kekuatan  sosial-politik  yang  sangat  menentv- 
kan,  dijamin  porwakllannya  di  lembaga-lembaga  perwakiie... 
Dalaru  .Pemilu  yang  okeii  datang  hendaknya  para  pemilih  o.-- 
pat  bebas  derl  rasa  takut/tekanan; 

Rantap  tentang  Kedud^okan  dan  Hubungan  Tata  Kerja  Lembaoc, 
Tertinggi  Negara  dengan/atau  antar  Leabaga-lembaga  'I'ir.'-. 
Negara  benar-benar  dapat  memberikan  kepastian  hnj^j^n  -rs-  - 
ai  dengan  UUD  45, 

2)  Drs.  Th.  Moh.  Gobel  menegaskarx  bahwa  fraksinya  menyeti^jui 
hasil  Komiai  C; 

Pidato  pertanggungan  jawab  Pregiden.  merupakan  peristiwa 
bersejarah  yang  sangat  penting,  mempunyai  pengaruh  posi- 
tif  terhadap  pendidikan  politik  dan  pendidikan  demokraai, 
Diharapkan  hal  ini  dapat  merupakan  konvensi  yang  tetap 
dilakeanakan-  oleh  Presiden/iffandataris  yang  akan  datang; 
Ketetapan  liPR  di  samping  menjadi  hak  milik  kita,  juga 
dari  padanya  diminta  kepatuhan,  tanggung  jawab  dan  kewa- 
jiba*i  untuk  melaksanakan  sesuai  dengan  fungei  masing-nia- 
sing; 

Bentuk  kontrol  yang  paling  baik  adalah  yang  bersif  at 
konatruktif,  akseleratif  dan  perspektif,  dan  ti dak  bersi- 
fat  destruktif ,  opportimistis  serta  reaktif-; 
Pembangtman  harus  berlandaskan  pada  Tri  Orientasi  perja- 
angan,  yaitu  orientasi  pada  ideologi  Negara  (Pancasila) , 
pada  pelakganaan  program  dan  kepentingan  rakyat.  Sedang 
pelaksanaan  pembangunan  didasarkan  pada  Trilogi  perjuan.^- 
an:  Taahid  dan  Iman,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  ser- 
ta siasat  daii  management, 

3)  H.M.  Munasir  menyatakan  bahwa  hasil  Komisi  A  dapat  dite- 
rima  oleh  fraksinya^  Mengenai  GBHN  ter  dapat  cat  at  an- cat  at 
an  sebagai  berikut: 

Pembangunan  di-bidang  agama  dan  kepercayaan  terhadap  Tuliai; 
Yang  Maha  Esa  belum  memadai  bobotnya  dengan  Ketetapan 
No.  XXVII/lyiPRS/1966.  Akan  tetapi  karena  rumusan  tersebut 
merupakan  hasil  konsensus  bersama,  maka  f raksi  ini  ms- 
nerimanya; 

Dalam  usaha  pembaharuan  sosial  politik,  rakyat  di  desa- 
desa  supaya  diikut  sertakan;  | 
Mengharapkan  agar  aparat-aparat  Pemerintah  dantenaga 
guru  yang  dischors  akibat  ketegangan  Pemilu  yang  lalu, 
supaya  segera  direhabilitir; 


Diharapkan  agar  ABRI  yang  berf-ungsi  sebagai  stabilisator 
dan  dinaraisator  benar-benar  menjadi  milik  bersama  selur:..; 
rakyat, 

ft 

E.  Praksi  Utusan  Daerah  dengan  pembicara  Prof,  Drs,  Harun  Al 
Rasjid  Zain  mengemukakan  bahwa: 

Menyetujui  semua  Rancangan  Ketetapati  hasil  ketiga  Komisi 
untuk  di  jadikan  Ketetapan  MPR  dan  menyerukaji  kepada  selurnh 
war^a  negara  untuk  mentaatinya; 

Hasil-hasil  yang  dicapai  Komisi-komisi  membra  ^rzemungkin'^rv 
■yang  seluas~luasnya- bagi  pembangunan  daerah  sesuai  deng;:ai 
azas  kekhu*susan  daerah  masing-niasing  dan  sejalan  dengan  azes 
keseimbangan  antar  daerah; 

Peril!  -g^egera^'di^sun  UU'  Pokok  Pemerintahan  Daei^ah  yang  bary 
dan  peraturan  perundangan  yanj  raengatur'keaeimoangan  antar^. 
Pusat  dan  Daerah;  .  ♦ 

Selama  sidang  terlihat  proses .pendewasaan  sistim  Demokrasi 
Pancasila  yang  terbukti  dengan  tidak  digunakannya  hak 
voting  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah, 

PenffBsahan  Hasil-hasil  Komisi  men.jadi  Ketetapan  MPR 

Dalam  rapat  paripuma  ke-5  tanggal  22  Maret  telah  disah- 
kan  hasil'^'hasil  K6misi  A,  B  dan  C  menjadi  Ketetapan-ketetapaii 
MPR. 

Pemilihan  dan  pengangkatan  Pr^siden  dan  Wakil  Presiden 

Rancangan  Ketetapan  tentang  Tata  Cara  Pemilihan  Pi'esiden  " 
dan  Wakil  Presiden  R,I.  disahkan  lebih  dahulu  sebelum  Rantap- 
rantap  lainnya,  yaitu  pada  rapat  paripuma  ke-4  tanggal  19  MarG  -; 

Dalam'  rapat  paripuma  ke-6  tanggal  22  Maret  EffPR  secara 
bulat  memilih  Jendral  TNI  Soeharto  sebagai  Presiden  R,I,, 

Pada  hari  pelantikkn  tanggal  23  Maret,  Presiden  Soeharto 
antara  lain  nenyatakan: 

Untuk  pertama  kalinya  Presiden  R,I.  dipilih  dan  dilantik  oleh 
vvakil-wakil  rakyat  yang  dipilih  rakyat  pada  Pemilu  1971; 
Perubahan  iin tuk  mencapai  kemajuan  tanpa  kegoncangan  adalah  stra- 
tegi  perjuangan  Orde  Bam,  demikian  pula  dalam  menegakkan  kehi- 
dupan  konstitusionil; 

Masalah  sosial  ekonomi  masiKlQt>ih.  besar,.  tambah  lagi  masalali 
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pendidikan  anak-onak,  pcrluasan.  lapangan  kerja,  penyebaran  pui 
dud-ok  dan  lain- lain,  Kita  masih  harus  bekerja  lebih  keras; 
Tidak  akan  mengemukakan  janji,  tetapi  akan  bekerja  keras  zelzuo 
tenaga  untiik  menoapai  cita-cita  bangsa; 

Mcngharapkan  kerja  sama  dan  pengawasan  dari  rakyat  dan  meroka 
y;ant3-  dapat  mehyalurkan  pendapat  rakyat  tanpa  meninggalkon  car- 
cara  konstitusionil  dan  demokratis^ 

D?lam  rapat  pari  puma  ke-T  tanggal  23  Maret.  Sri  Sultoji 
llaMenr^cu  Buwono  IX  tcrpilih  sebagai  Wakil  Pr.93iden  R.I. 

Pada  hari  pelaatikan  tanggal  24  Maret,  Wakil  Presidon 
Sri  Sultan  Hamengku.  Buwono  IX  antara  lain  mengeraukak--n: 
Pelembagaan  dari  hubungan  kerja  sama  yang  erat  antara  Presiden 
dan  Wakil  Presiden  selain  memberi  isi  yang  berarti  pada  jabat- 
'an  Wakil  Presiden,  juga  mempunyai  makna  mendalam  bagi  kehidup.?; 
konstitusionil  dan  persatuan  bangsa  Indonesia; 
Sokarang  tiba  waktunya  untuk  menggali  sumber-sumber  non 
ekonomis; 

Kunci  dan  sekaligus  tujuan  serta  sarana  pembangunan  adalah 
manusia  Indonesia  dengan  segala  aspirasinya  di  bidang  ckonomij 
politik  dan  sosial-budaya,  Dalam  tahap  pembangunan  yang  akan 
datang  manusia  Indonesia  perlu  lebih  "in emahami,  mengalami  d,an 
menikmati  pembangunan ; 

Tugas  Wakil  Presiden  sangat  luas,  oleh  karona  itu  perlu  komuni 
kasi  yang  terbuka  dan  tertib  dengan  masyarakat  luas, 

Hasil-hasil  lengkat)  Ketetapan-ketetapan  Sidang  Umum  ' 

1,  Ketetapan  MPR  No.  lASPR/l97^  tentang  Peraturan  Tata  Tertib 
MBR  .  ^ 

2,  Ketetapan  MPR  No.  II/toR/igT,"^  tentang  Tata-Cara  Pemilihan 
Presiden  dan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia 

3,  Ketetapan  MPR  No.  IIlAlPR/1973  tentang  |>ertanggungan  Jawafc 
Presiden  Republik  Indonesia  Jendral  TNI  Soeharto  Selaku 
Mandataris  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat 

4,  Ketetapan  MPR  No.  IV/MPR/1973  tentang  Garis-garis  Besar 
Haluan  Negara 

5,  Ketetapan  MPR  No.  V/1yiPR/l973  tentang  Peninjauan  Produk- 
Produk  Yang  Berupa  Ketetapsm-Ketetapan  Ma  jells  Permusyawa- 
ratan Rakyat  Seraentara  Republik  Indonesia 

6,  Ketetapan  MPR  No.  VI/1\![PR/l973  tentan^r  Kedudukan  jDan  Hubung- 
an Tata-Kerja  Lerabaga  Tertinggi  Negara  Dengan/Atau  Antar 
Lembaga-Lembaga  Tinggi  Negara 


l>-23 


7-  Ketetapan  MPR  No.  V^I^R/iqY:|  tentang  Keadaan  Presiden,_Drav/ 

Atau  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  Berhalangati 
^*  Ketetapan  MPR  No.  VIII/1viPR/iQ7:t  tentang  Pemilihan  Umum 
9.  Ketetapan  MPR  No,  IxAjiPRA^'ji,  tentang  Pengatigkatan  Presid,;.-. 
Republik  Indonesia 

Ketetapan  MPR  No.  XASFR^/^QJ}  ±^r^±^r.^  Pelimpahan  Tugas  Dc-ui 
Kewenangan  Kepada  Presid^v^andataris  MPR  Untuk  Melaksaia- 
-kan  Tiigas  Pembangunan 

Ketetapan  MPR  No.  XI/tePR/iq?^  tenirang  Pengangkatan  Wakil 
Presiden  Republik  Indonesia 


II.  TMfiGAPAN  MA^Ji|R)^y  '^  V 

■  Hak  rggajjL    ".  ' 

Sehubungan  -dengan  tindakan  pe-reoall-an-  terhadap  3  anggota 
-•DPR/l!iIPR  dari  Praksi  Persatuan  Pembangunan,  maka  timbul  pendapat- 
pendapat  sebagai  berikut: 

•  1)  DR«.  Hatta  berpendapat  baJlwa  "hak  recsuLl  hanya  terdapat  dalam 
sistim  fasisme  dan  komunisme,  Demokrasi  tidak  mengenal  hair 
tersebut.  Dalam  sistim  demokrasi  wakil  rakyat  yang  terpilili 
.  daiam  DPR  tetap  kedudukannya  sebagai  anggota  DPR  sampai  pe- 
milihan umam  yang  akan  da  tang.  Pimpinan  partai  dapat 
dakannya  sebagai  kandidat  anggota,.  akan  tetapi  bila  ia  sudah. 
dipilih  oleh  rakyat  maka  ia  tetap  sebagai. anggota  DPR, 
(Kompas.  1  Maret  1973) 

2)  Harun'Al*Ra^id  SH  menanggapi.  bahwa  hak  recall  dalam  Demokrasi 
liberal  menipakan  hukum  yang  tidak.  tertTilis  dan  pengetrapan- 
nya  tidak  bertalian  dengan  badan  legislatif  melain^can  dengan 
badan  eksekutif ,  Sedan gkan  dalam  Demokrasi  Pancasila  hak 
tersebut  tercantum  dalam  pasal  T5  dari  UU  No.  10/1966,  Ke- 
tika  mengha^pi-B«nilu-^.  J)ar3^  mem- 
pertahankan  hak  itu.  Hal  itu  terbukti  dengan  dicantumkannya 
hak  i^u  pada  passtl  43  dari  UU  No.  -l6/t969  tentang  Susu3ian 
dan  Kedudukan  MPR,  DPR,  dan,  DPRD.  COeh.karena  itu  ditinjau 
dari'segi  yuridis,  pe-r«cail-an  terhadap  3  anggota.  DPivi«IPR 
itu  tidak  menyalahi  ketentuan  hukum  .  yang  berlaku,  Hak  recall 
berhubungan  dengan  sistim  Pemilu:  Dalam  sistim  pemilihan 
distrik  tidak  f^ik^wl  hak  tersebut,  Akan  tetapi.  dalam  sistim 


pemilihan  proporsionil  di  maj^a  xakyat  memilih  tanda  ga/nbar 
dan  bukar.  orangnya  socara  langaung,  r^aka  terdapat  hak  recall, 
(Kompas.  7  Maret  ,1973). 

Kotenanffan-sebglxim  dan,  se lama  Sidaiig  Umi^ 

Wapangkopkamtib  Jendral  Soemitro  menjelaskan  baiiwa  tv.-: 
Kopkamtib  dan  alat-alat  keamanan  lainnya  adalah  untuk  menci  -  - 
takan  situasi  dan  kondisi  agar  par9.-an'ggota  MPR  dapat  molala- - 
kan  tugasnya  dengan  tenang  dan  ,:beb'afcs  dsuri  s  tekanan  baik 

langsimg  maupun  tidak  langsung.  la  meminta  kepada  pers  agar 
juga  membantu  menciptakan  ketenangan,,  Terhadap  permintaan 
Kopkamtib  tersebut  timbul  beberapa  tanggapan-  sebagai -fcerikut: 

))  Peringatan  keras  dari  Wapan^opkamtib  tersebut  bisa  dixie- 
ngerti.  letapi  esrlag  te-^ladi  overacting  dalan  pelba^ai  1  - 
■  rangan  yang^.  justru  menimbulkan  ketegangan  dalam  masyaraltat, 
Peringatan  keras  atau  larangan-larangan  seperti  itu  malah 
dapat  menimbulkan  tekanan  pada  masyarakat  dan  anggota-ang- 
gota  MPR,  g.ehingga  dalam  si  dang  mereka  akan  mengangguk- 
angguk  saja  karena  .takut  menyi^arakan  kata  hati  mereka, 
(Tajuk  Renoana  Indonesia  Raya.  8  Maret  1973) 

2)  Melalui  pendeka1;an  keamanan  ini  rakyat  di  seluruh, 
Indonesia  disadarkan  adanya  Sidang  Umum  MPR.  Apapun  reak- 
si  orang  terhadap  penjelasan  Wapangkopkamtib,  satu  hal 
sudah  jelas,  yaitu  agar  situasi  tertib  itu  dapat  menolons 
anggota  MPR  bisa  melakukan  tugasnya  dengan  bebas,  tenang, 
tanpa  tekanan  dari  pihak  manapun.  Di  sini  timbul  salah 
paham  pada  sebagian  masyarakat  yang  beranggapan  bahwa 

.  segala  tindakan  keamanan  itu  dapat  jnempengaruM  jalannya 
Sidang  Umum*.  padahal  yang  benar  adalah  menciptakan  situasi 
yang  tenang  tanpa  tekanan  apapun  bagi  para  anggota  MPR. 
(Tajuk  Rencana  Kompas ^  8  Maret,  1973) 

3)  Mas.alahnya  adalah  ba^imana  memelihara  stabilitas  politik 
nasional  agar  kontinuitas  pembangunan  dapat  terjamin  dan 
kehidupan  Demokrasi  Pancasila  dapat  dikembangkan,  Hal  itu 
membuktikan  bahwa  adanya  Jalinan  erat  yang  tidak  terpisah- 
kan  antara  ketiga  hal  ini,  yaitu  stabilitas  politik,  sta- 
bilit9.g  ekonomi  dan  kehidupan  demdkrasi.  Bari  segi  itulah 
letak  pentingnya  pe^-'>lasan  Wapangkopkamtib  itu,  (Tajuk 
Reiicana  Berita  Buana,  22  Pebruari  1973) 
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4)  Demokrasi  pada  hakekatnya  adalah  tata  cara  kebebasaii 
ner/^riur  keliid;-pan  bersana^  hingga  ia  tidek 
mimgkin  dapat  diartikan  sebagai  .kebebasan  yang  dapat 
monghancurkan  kehidupan  bersama  itu,  Dalam  kaitan  inilan 
pers  kita  yang  sedang  dalam  proses  pertumbuhan  begitu  1  •• 
pa8  dari  kekangan-kekangan  sebelumnya,  biikan  must  alii  1  his-' 
terpcrarigkap  oleh  dogmatisme  demokrasi  yang  justru  tidfjii 
-niemimgkinkan  berfungsinya  demokrasi  yang  wajar.  Dari  pihtii^ 
p^rs  diminta^untuk  tidak  overacting  sehingga  melahirkan 
suasana  yang  tiidak  meraungkinkan  I£PR  berfungsi  dengaii  baik. 
(Tajuk  Rencana  Suara  Karya.  8  Maret  1973) 

Masalah  Agama 

Menghadapi  permasalahan  dalain  bidang  keagaraaan  timbul  be- 
berapa  reaksi  sebagai  berikut: 

1)  Menurut  Jusuf  Has'^ira,  kehendak  untuk  mencabut  Ketetapan  EIPRS 
No.  XXVIl/1966  adalah  negatif,  Jika  pikiran  demikian  muticul 
dalam  Si dang  MPR,  pasti  akan  kandas.  (Indonesia  Raya, 

1  Maret  1973) 

2)  Beberapa  tokoh  Praksi  Persatuan  Pembangunan  tidak  rela  dima- 
sukkannya  kriteria  "Kepercayaan"  dalam  GBHN.  Dengan  masukiir/a 
kriteria  tersebut  berarti'  kekalahan  total  bagi  pemimpin-p&~- 
mimpin  umat  Islam  sedang  di  lain  pihak  merupakan  kemenangaii 
bagi  golongan  sekuler,  terutama  golongan  kebatinan,  Materi 
"Agama  dan  Kepercayaan"  dalam  GBHN  dinilai  beliim  memadai, 
baik  bobot,  derajat  maupxm  kwalitasnya.  ITamun  terpaksa  dite- 
rima  karena  sudah  merupakan  hasil  musyawarah  yang  bulat, 
(Harian  tam±,  23  Maret  1973) 

3)  Islam  adalaii  agaraa  Wahyu  yang  mumi.  Dalam  GBHN,  Islam  diae- 
derajatkan  dengan  ratusan  kepercayaan  yang  bukan  agama.  Ke- 
percayaan-kepercayaan  itu  termasiik  spiritisme  yang  dijalin- 
kan  kepada  ikatan*ikatan  b^^in  dalam  bentuk  tahayul, 
superstition,  animisme  yang  penuh  berhala,  Hal  ini  merupakan 
kekalahan  amat  besar  dalam  mempertahankan  identitas  Islam, 
(Tajuk  Rencana  Abadi,  29  Maret  1973) 

4)  H.  Abu  Bakar  Atjeh,  pengarang,  cendekiawan  dan  ulama  Islam 
terkonal  dari  Aceh,.  anggota  MPR  dari  Fraksi  Karya  Pombaii^aii 
inembantah  kabar  angin  yang  raengatakan  bahwa  Praksi  Karya  ber- 
usaha  menghilangkan  pendidikan  agama.  Pendirian  GoUcar  teii- 
t^g  agaraa  adalah  kuat  dan  positif ,  Kabar  angin  itu  hanya 
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merupakan  propaganda  koran  opoaisi,  (Indonesia  Rava 
-.17  Maret  1973).  ' 

Toriiadap  mauknya  Kepercayaan  dalam  GBHN,  ia-menyatakan  tidak 
khawatir,  sebab  .b'aijasnya  ditetapkan  ^tu  "kepercayaan  b orda- 
sar  Ketubarxan  Yang  Maha.Es^H^,  la^^^^^^       bahwa  kepercayaan 
yang  dimaksudkan  itu  intinya  diakui  oleh  UUD  45,  adalab 
bak  mat  boragama  untuk  mengembaiig^an  ali ran  tadi  asal  tidak 
monyeleweng  dari  sendi-sendi  ■  Ta^hid,  (Harian  Ka/ni 
21  Maret  1973)  ' 


Soal  Wakil  Presiden 

.  ■  '  '' 

1)  Mob.  Rival,  pumawirawan  perwira        berpendapat  babwa  sangat- 
lah  bioaksana  jika  Wakil  Presiden  ^dipilib  don  diangkat  dari 
putra  daerab  luar  Jam,  sehingga  xembaga  Presiden, terjamin 
sifat  Bhinneka  Tunggal  Ika.  (Abadl.  27  Pebruari  1973) 

2)  Jiisiif  IJasdim  menyatakan  bahwa  jabatan  Wakil  Presiden  barus 
menggambarkan  "kesatuan  Indonesia^,  hendaknya  jangan  menge- 
saokan  adanya  "Sumatera  sentris",  "Kalimantan  sentris"  atau- 
pun  "Jawa  sentris**,     (Indonesia  Rf^yp.^  1  Maret  1973) 

3)  Drs.  T.A.M.  Simatupang,  tokoh  muda  Partai  Demokrasi  Indonesia, 
menyatakan  bahwa  masalah  asal-usul  suku  bangea  bagi  Wakil 
Presiden  tidak  perlu  dipersoalkan,  Secara,  nasional  kita  telah 
menjadi  satu  kesatuan  bangsa  tan'pa  membed^an  kesiikuaii. 
Asalkan  yang  bersangkutan  bisa  laenurijtikkan  bahwa  dirinya  bo- 
nar-benar  tokoh  nasional,  maka  kita  tidak  perlu  berkeberatan, 
(Suara  Karya^  1  Maret  1973)     /  ' 

4)  J.  ■  Naro  SH  berpendapat  bahwa  Issue  pakil  Presiden  agar  diisi 
oleh  putera  daerah  luar  Jawa  Wsebabkan  adanya  anggapan  so-  • 
mentara  pihak  bahwa  seolah-olah  pembangunan  itu  tidak  merata, 

■  hanya  terpusat  di  Jawa.  Oleh  karenatiya  mereka  kehendaki  supa- 
•  ya.  gabatan  itu  diduduki  oleh  putera  daerah -luar  Jawa  agar  da- 
pat  lebih  memperhatikan  pembangunan  daerah  seoara  serius.  la 
berpendapat  bahwa  tidak  perlu  mempfertajam  masalah  asal  usul 
calon  Wakil  Presiden.  Hal  itu  bertentangan  dengan  azas  persa- 
tuan  Negara  Kesatuan  R.I.  di  mana  setiap,  warga  negara  dari 
manapun  asalnya  mempun^i  hak  yang  sama,  Yang  penting  adalah 
agar  Wakil  Presiden  yghg  ■  akan  datang  tetap  berpegang  pada 
azas  keadilan  dan  meratakan  pembangunan  ke,.  segenap  pelosok 
tanah  air.     (Nusantaijar  "^"^  MrL-rnt  1Q7^\ 
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Proses  Sidari'^  ITmum 

1)  Kita  melihat  seolah^olah-  semuanya  sudah  diatiir  dari  semiila 
■dan  seolah-olali  sedang  berlaku  "pemainan"  politik.  Jadi  ti- 
daklah  mengherankan  kalau  sidang  bei^jalan  "smooth"  dar.  laiicB;". 

3ia  Ray a,  16  Maret  1973) 

2)  'leraengar  kabar  bahwa  kalangan  Pralcsi  Persatuan  Pembangunan 
men^eluh  lafitaran  adanya  semacajn  konsensus  bahwa  semua  ariggo- 

rumusan  BP-MPR,     (Abadi,   l6  Maret  1973) 

3)  Jendral  A.H.  Nasution  mengemukakan  perbedaan  MPRS  dan  1\IPR 
sebagai  berikut: 

Dal  am  MPRS  semua  Rancangan  Keputusan  maupun  Ketetapan  disele- 
saikan  dalam  si  dang  umiun  yang  merupakan  puncak  pengolahan, 
Dalam  MPR  sekarang  semua  sudah  disiapkan  sebelumnya,  perTO.u- 
syawaratan  tinggal  menggarap  perubahan-perubahan  rancarigaii 
yang  sudah  disiapkan.  Suasana  si dang  amat  tenang,  lancar  dan 
tertib.  Sekarang  posisi  pimpinan  Majelis  dibatasi  kepada 
prctokoler  dan  tidak  diperbolehkan  membuat  pernyataan  politik. 
Sedang  dalam  MPRS  dulu  pimpinan  mewakili  Majelis  *dan  mengikuti 
serta  mengawasi  pelaksanaan  Ketetapan-ketetapan  MPRS.  Terhadaip 
hasil  Si  dang  Umum  sekarang  ini  ia  berpendapat  bahwa  hasil- 
hasil  itu  dapat  menjamin  kemantapan  kondisi  yang  berlaku  se- 
lama  ini.     (Indonesia  Ray a,  5  April  1973) 

4)  Sekjen  MPR  Mudjcno  SH  membantah  anggapEin  bahwa  MPR  hanyalali 
bagaikan  "sandiwara",  karena  seolah-olah  sebelumnya  sudah  di- 
atur  dari  atas.  Memang  betul  bahwa. GBHN  dan  hasil-hasil  b:p- 
MPR  lainnya  sudah  diatur  secara  programatis  sejak  pelantikaii 
anggota-anggota  MPR  1  Oktober  1972  yang  lalu.  Akan  tetapi 
bekerja  secara  programatis  berdasarkan  planning  yang  rapi* 
.seperti  diintrodusir  oleh  Orde  Baru,  bukanlah  berarti  henda.k 
meng-fait  a  compli-kant.  Persiapan  bahan-bahan  itU  hi^yalaii 
untuk  raempermudah  atau  melicinkan  sidang-sidang,  tanpa 
mengurangi  hak  berbicara  para  anggota  MPR.  Ini  telah  terbulc- 
ti  dari  hasil -hasil  diskusi  dalajn  Komi  si,  misalnya  yang 
menyangkut  pendidikan  agama,  kebebasan  pers  dan  Iain-lain, 
walaupun  terjadi  perdebatan  sengit,  namun  tidak  sar^ipai  ter ja- 
di voting  selama  Rapat-rapat  Komi si  maupun  rapat  paripurna 
MPR.     (AngiLatan  Bersen.1ata>  23  Maret  1973) 

la  menambahkan  bahwa  jauh  sebelum  sidang,  yaitu  sejak  tang.5^r.a 
17  Pebruari  para  anggota  telah  diberikan  bahan-bahan  hasil 
BP-MPR  untuk  dipelajari.  Dengan  demikian  para  anggota  datang 
tidak  dangaji  bekal.  kosong  ataupun  hanya  dipaksa  menerilna 
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konsep  yang  disediakan.  BP-ICPR  yang  bertugas  mempersiapkai'i 
balian-bahan  Sidang  Uraum  terdiri  dari  wakil-wakil  fralcsi. 
betulnya  BP--MI>R  dapat  membentuk  beberapa  Panitia  Ad  Hoc! 

ffcetapi  supaya  yemua  fraksi  terwakili,  maka  hanya  diben- 
tijk  2  -Panitia  Ad  Hoc  saja,  Dan  dalam  Sidang  Uraum  ini  semua 
peudapat  tertampung  melalui  tingkat-tingkat  pembicaraan  so- 
bagai  berikut:  Setiap  pendapat  para  anggota  disalurkar.  lewat 
fraksi.  Oleh  fraksi  diteruskan  kepada  sidang  Komi  si.  Komi  f-i 
kemuclian-  membentuk  Panitia  Kerja  dengati  anggota  yang  labi:! 
kocil  dan  dengan  perwakilan  dari  semua  fraksi.  Panitia-'lferrjo 
keraudian  membentuk  Panitia  Perumus.  Hasil^ker^a  Patiitia:" 
Perumus  dilaporkan  kepada  Panitia  Kerj a,  yang  :.elanjutnya  di,- 
laporkan  kepada  Komisi,  Komisi  kemudian  melaporkan  hasil  iti 
kepada  Sidang  Pari  puma.     ( Indonesia  Raya^  21  Maret  1973) 

5)  Drs.  Mph.  Husni  Thamrin  dari  Fraksi  Persatuan  Pembangunan 
mengemukakan  bahwa  dalam  sidang-sidang  MPR  ia  tidak  pemah 
raerasa  dikebiri  haknya  untuk  mengeluarkan  pendapat. 
(Indonesia  Raya^  P1  Maret  1973) 


pemokrasi 

Sehubungan  dengan  diselenggarakan  Sidang  Umum  MPR,  maka 
timbul  beberapa  pendapat  mengenai  pelaksanaan  demokrasi  di 
tanah  air  kit a  sebagai  berikut: 

1)  DR,  Hatta  menjelaskan  bahwa  sekarang  ini  Indonesia  baru  dalain 
tahap  membangun  demokrasi,  demokrasi  yang  mumi  belum  ber.jalai: 
Alasannya:  apabila  demokrasi  itu  berjalan  secara  raimi,  maka 
anggota  parletrieri  selurubnya  dipilih  oleh-' rakyat.  Tidak  seper- 
ti  sekarang  ini'  anggota  DPR  dan  MPR  masih  ada  yang  diangks.t. 
(Harian  Kajniy  24  Maret  1973) 

2)  Sidang  Umum  bulan  Oktober  .  1972  dinilai  oleh  Pedoman  sebagai 
berikut:  bahwa.  G#longan  Karya  sebagai- pern egang  mayoritas  tidai: 

.mau  menang  sendiri,  melainkan  bersedia  berkompromi  demi  menca- 
ri  keserasian  dengan  pihak  parpol-parpol.  Ketua  MPR  yang  juga 
Ketua  DPR  adalaJi  dari  Partai  NU,  bukan  dari  Golkar,  Di  sini 
terlihat  Demokrasi  Pancasila  "in  action"  dalam  pengalamannya 
seoara  praktis.  Berdasarkan  Pancasila  den  UUD  45  hendak  di- 
laksanakan  proses  pembaharuan  kehidupan  organisasi  politik, 
sehingga- dapat  diciptakan  keadaan  dengan  sistim  politik  yang 
.   benar-benar  demokratis,  stabil,  dinamis,  efektif  dan  efisien, 
( Pedoman f  5  Oktober  1972) 
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3)  Dalam.  proses  pengGsahan  Peraturaii  Tata  Tertib  pada  Sidong 
Umum  Maret  1973,  baik  dalam  proses  penyempurnaan,  oleh  masing- 
masing  fralcsi  maupun  dalam  prosedur  pengesahan,  tampaknya  te- 
tap  dipegang  teguh  tata  permainan  demokrasi.  Misainya  daloii: 
sidang  paripuma  tanggal  12  Maret  ( pimpinaimya  dari  Fraksi 
Karya  Pembangunan)  sampai  detik  terakhirpun  masih  ditawarVa:n 
kepada  sidang  \mtuk  mengajukan  usul  perubahati  dan  penyempum. 
ail,  sehingga  putusan  bcaiar-benar  diambil  secara  aklamasi  se- 
telah  semua  pihak  merasa  tertampung  aspirasinya, 
( Suara  Kary4>  14  Maret  1973) 

.4)  Dibandingikan  dengan  suasana  sidang  urmm  MPRS  masa  Orde  Laoia 
dapat  dikatakan  bahwa  dalam  Sidang  Um\;im  WPR  sekarang  lebili 
terasa  adanya  unsur  realisme  dan  \msur  kritik  (self  kritik)  ^ 
Ini  berarti  kemajuan  dalam  kedewasaan  berpikir  di  kalangan 
masyarakat  kita  sekarang.  Perasaan  kritis  tidak  hanya  terda- 
pat  pada  anggot^  MPR,  melainkan  juga  di  luar  MPR.  Bahkan 
Presiden  Soeharto,  sendiri  memperingatkan  baiiwd  "masih  perlu 
kita  sadari  bahwa  ijengan  pelantikan  ini  (dan  dkpat  kita  tarn- 
bah:  dengan  selesainya  Sidang  Umum  MPR  ini)  tidak  berarti 
usaha  untuk  menegakkan  konstitusi  dan  demokrasi  berdasarkan. 
Pancasila  telah  selesai,  Kita  hams  tetap  beinisaha  menerus- 
kan  dan  makin  menyempumakan  perjiiangan  ke  arah  itu". 
(Tajuk  Rencana  Sinar  Harapan.  24  Maret  1973) 


